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Abstract
Study about Financing Cooperation with the System of Build Operate
Transfer (BOT) in Revitalizing Traditional Market in Pangkalpinang

Devy Ingson Syahputera
015628129
Devyingson@gmail.com
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The government of Pangkalpinang city has developed cooperation pattern
among government and private companies, in the form of Build Operate Transfer
(BOT) contract, in the effort to optimize land assets which have high economical
value and in order to develop public facilities. It can be done in line with the
demand of regional autonomy. It aims to increase the ability of regional finance,
The effort is hoped to be able to fund development activities, This cooperation is
done among Pangkalpinang government and PT. Trisa Jaya Iwanata, in
revitalizing Atrinm Market and Grocery Market, moreover BTC has cooperation
with PT. Pasar Pinang Jaya.

Based on the description, the writer is interested in investigating or
reviewing the cooperation of BOT contract. The study related to the Right and
Obligation involves people from law aspect; stages, constrains in implementation,
including the benefit and impact from economical aspect and financial aspect, to
review all, the writer uses descriptive method as well as mixed method research,
qualitative and quantitative.

The result of study shows that the Right and Obligation have been listed in
cooperation contract. The implementation stages of financing concept have been
done among government and private companies (to build the buildings which are
ready to use and have facilities on the ground) and utilize for concession periods
for thirty years then, after the duration time ends, they return the lands and
buildings as well as the facilities including the utilization to be managed by the
regional government. The constraints of BOT concept are about evacuation of
lands, too long concession periods, and the constraints of revenue sharing. For
economical benefit, Pangkalpinang government gets representative buildings,
efficiency of budget, fulfillment of effort in accelerating the development, and
effect multiflier. '
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ABSTRAK

Kajian tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan Sistem Build Operate and
Transfer (BOT) dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Pangkalpinang

Devy Ingson Syahputera
015628129

Devyingson@gmail.com
Kata Kunci : Build Operate Transfer.

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengembangkan pola kerjasama
antara pemerintah dan swasta, dalam bentuk kontrak Build Operate Transfer
(BOT), dalam upaya untuk optimalisasi asset tanah yang mempunyai nilai
ekonomi tinggi dan dalam rangka pembangunan fasilitas umum. Hal tersebut
dapat dilakukan sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, yang bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu
membiayai kegiatan pembangunan. Kerjasama ini dilakukan antara Pemerintah
Kota Pangkalpinang dengan PT Trisa Jaya Iwanata, dalam merevitalisasi Pasar
Atrium dan Pasar Sembako, selain itu untuk BTC kerjasama dilakukan dengan
PT. Pasar Pinang Jaya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis”tertarik untuk meneliti/mengkaji
kerjasama kontrak BOT tersebut. Kajian ‘ini berkenaan dengan Hak dan
Kewajiban pihak yang terlibat dari sisi aspek hukum, tahapan, kendala-kendala
dalam pelaksanaan, termasuk manfaat dan dampak dari sisi aspek ekonomis dan
aspek finansial, untuk mengkaji semua 1tu penulis menggunakan metode
deskriptif serta pendekatan gabungan (mixed methods research) kualitatif dan
kuantitatif.

Hasil kajian menunjukan hak dan kewajiban telah tercantum dalam
kontrak kerjasama: Tahapan pelaksanaan konsep pembiayaan ini, dilakukan
antara pihak pemerintah dan swasta (untuk membangun bangunan siap pakat
berikut fasilitas di atas tanah tersebut) dan mendayagunakan selama periode
konsesi selama 30 tahun. Selanjutnya setelah jangka waktu berakhir menyerahkan
kembali tanah dan bangunan berikut fasilitasnya beserta pendayagunaannya untuk
dikelola oleh pemerintah daerah. Mengenai kendala konsep BOT ini menyangkut
pengosongan lahan, terlalu lamanya masa konsesi dan kendala menyangkut
pembagian hasil. Selain itu, untuk manfaat ekonomis Pemerintah Kota
Pangkalpinang mendapatkan bangunan/gedung vang representatif, efisiensi
anggaran, terpenuhinya upaya percepatan pembangunan, serta efek mulitifilier.
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BAB1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian daerah yang dinamis dapat mencerminkan
adanya peningkatan kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat,
dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat itu sendiri. Sejak Pemerintah Pusat mengeluarkan 17U No:. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka
perhatian terhadap masalah pembangunan daerah menjadi sangat penting dan
tidak dapat ditunda lagi. Selanjutnya daerah dituntut untuk siap melaksanakan
desentralisasi  sebaik mungkin dan- memacu daerah agar tercapai
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Konsep otonomi daerah-pada prinsipnya untuk meningkatkan pelayanan
publik (public service) dan memajukan perekonomian daerah. Selanjutnya
diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam
mengembangkan perekonomian tanpa mengurangi harapan masth adanya
bantuan_dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat. Kondisi seperti ini
peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan
sebagal pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (engine of
growth). Konsep otonomi daerah memungkinakan pemerintah untuk menarik
investor asing agar bersama-sama dengan invesfor domestik mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat

menimbulkan multiplier efect yang besar. Selanjutnya salah satu yang dapat

1
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dilakukan daerah selain bergantung pada DAU (Dana Alokasi Umum) adalah
dengan menggerakan perekonomian masyarakat dengan mengintensifkan
potensi-potensi lokal seperti pengembangan sektor jasa, pariwisata, usaha
kecil menengah atau sektor agribisnis.

Sejak ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
berdasarkan UU No. 27/2000, pembangunan di Kota Pangkalpinang
dirasakan terus meningkat. Selain itu Kota Pangkalpinang sebagai pusat
perdagangan dan jasa telah dijadikan sebagai barometer percepatan
pembangunan di kawasan Babel, hal ini terwujud karena Pangkalpinang sejak
lama telah dikenal sebagai pusat bisnis, industri, perdagangan, jasa, dan pusat
pemerintahan, oleh karenanya sangat logis~ bila. Pemerintah Kota
Pangkalpinang terus memacu pembangunan di kawasan seluas 118,40 km?
ini.

Lokasi pasar merupakan areal terdefinisi untuk melokalisir kegiatan
perdagangan eceran maupun grosir termasuk areal bangunan pasar. Lokasi
pasar telah jelas batas fisiknya dan didefinisikan berdasarkan ketetapan dan
peraturan daerah. setempat. Kawasan pasar Pusat Kota Pangkalpinang
mempunyai batas yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun
2005. Luas kawasan pasar di Pusat Kota Pangkalpinang berdasarkan Perda
adalah 118,40 km?®. Sebagian besar kepemilikan bangunan dan lahan di
Kawasan Pasar Pusat Kota Pangkalpinang adalah milik Pemerintah Kota
Pangkalpinang, termasuk 65 Petak Toko sembako dan Pasar Tapak Kuda,
selain itu terdapat beberapa bangunan dan lahan yang status kepemilikannya

adalah milik perorangan ataupun badan usaha.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



040684.pdf

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting adalah tanah, Tanah
sebagai penopang kehidupan bagi masyarakat sebagai tempat untuk
hidup dan dapat di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dengan aktivitas ekonomi terhadapnya. Pemerintah daerah yang ingin
menambah pemasukan daerah salah satunya dengan memberdayakan sumber
daya alam yang ada di daerahnya, dengan membangun fastlitas-fasilitas
umum demi kepantingan masyarakat seperti sarana pendidikan, transportasi,
pelabuhan, perhubungan dan lain-lain. Terkait dengan hal tersebuf, ~maka
tanah yang ada dapat dimanfaatkan dalam membangun pasar yang lebih
bagus dan teratur.

Mengingat keterbatasan dana vyang dimilikt © oleh pemerintah
daerah sehingga diperlukan pembiayaan dart pihak swasta. Pembiayaan
atau bentuk investasi dari pihak swasta, maka kekurangan dalam hal
pendanaan yang menjadi kendala bagi daerah dalam mengelola lahan
tersebut dapat teratasi.

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah saat ini,
pembiayaannya.sebagaian besar bersumber atau tetap mengandalkan APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), akan tetapi jurﬁlah APBD vyang
tersedia dirasakan semakin terbatas jumlahnya, untuk itu dibutuhkan pola-
pola baru sebagai alternatif pendanaan yang tidak jarang melibatkan pihak
swasta (nasional-asing) dalam proyek-proyek pemerintah. Kerja sama
tersebut dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian, adapun bentuk kerja
sama yang ditawarkan antara lain Joint Venture berupa production

sharing, manajemen contract, technical assistance, franchise, joint
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enferprise, portofolio investmen, BOT atau bangun guna serah dan bentuk
kerja sama lainnya.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor, 248/KMK.04/1995,
Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak yang
Melakukan Kerjasama dalam Bentuk Perjanjian build operate
and transfer (BOT) adalah bentuk perjanjian kerja sama yang
dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor,
yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan
hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa
perjanjian BOT, dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut
kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah
berakhir.

Sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Naskah
Akademis Peraturan perundang-undangan tentang perjanjian BOT
(Jakarta, 1997:2 ), bahwa, dalam kerja sama dengan sistem buiid
operate and transfer (BOI) ini, pemilik hak eksklusif
(biasanya  dimiliki  Pemerintah) atau pemilik  lazhan
(masyarakat/swasta) menyerahkan peribangunan proyeknya
kepada pihak investor untuk membiayai pembangunan dalam
jangka waktu tertentu. Pihak investor ini diberi hak konsesi
untuk mengelola bangunan yang bersangkutan guna diambil
manfaat ekonominya (atau dengan presentasi pembagian
keuntungan), setelah lewat. jangka waktu dari vyang
diperjanjikan, pengelolaan/ 'bangunan vyang  bersangkutan
diserahkan kembali kepada pemilik lahan.

Kerja sama ini memangmenjadi alternatif solusi kerja sama yang
saling menguntungkan, akan tetapi BOT dilakukan dalam jangka waktu
yang lama sehingga perlu dikaji lebih mendalam keuntungan dan kerugian
yang .akan muncul dikemudian hari. Masa konsest dari konsep BOT ini
berlangsung selama 30 tahun maka dari itu tentu akan ada hambatan dari
berbagai faktor. Penelusuran tentang kerja sama ini dapat dilihat dari proses
awal dilakukannya kerja sama hingga pada tahap pelaksanaan.
Selanjutnya didalam perjanjian ini terutama yang berkaitan dengan hak
dan kewajiban perlu dikaji apakah terlaksana dengan semestinya yaitu

sesuai dengan peraturan yang berlaku, bagaimanakah sistem pengelolaan

berlangsung dan pembagian keuntungan yang diperoleh selama perjanjian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



080684.pdf

berlangsung. Hal yang perlu diperhatikan dari kerja sama yang dilakukan
adalah harus mengacu kepada peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat
melalui kontribusi kepada pemerintah daerah dan  bagi percepatan
pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Kota Pangkalpinang sebagai ibukota Propinsi Kepulanan Bangka
Belitung, sesuai dengan ciri dan karakternya merupakan kota perdagangan
dan jasa yang mengalami perkembangan cukup pesat dan ini sejalan dengan
Visi Kota Pangkalpinang yaitu, ” Pusat Layanan Jasa dan Perdagangan di
Babel Tahun 2013” (Kabid Tata Ruang Bappeda). Hal ini sesuai dengan
warta Bank Indonesia (www.bigo.id) bertajuk “Proyeksi Pertumbuhan
Ekonomi Bangka Belitung dan Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 20107,
menyebutkan Perekonomian Bangka Belitung di tahun 2010 diprediksi
pertumbuhan akan cenderung meningkat, setelah mencapai titik terendahnya
di triwulan I 2009 yaitu terkontraksi seébesar 1,64%.

Pada triwulan kedua dan ketiga tercatat terus mengalami pertumbuhan,
selanjutnya diperkirakan di triwulan IV 2009 tumbuh sebesar 5,00%. Masih
berdasarkan warta. Bank Indonesia, Faktor penting yang mendukung
perbaikan: tersebut adalah : (i) berlanjutnya proses pemulihan ekonomi
dunia, yang semakin mendorong permintaan, (ii) konsumsi rumah tangga dan
pemerintah yang masih kuat, (iii) terus meningkatnya keyakinan rumah
tangga terhadap kinerja perekonomian domestik, (iv) apresiasi nilai tukar
Rupiah. Diperkirakan laju pertumbuhan ini terus berlanjut di tahun 2010,
sehingga diprediksi pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2010
berada pada kisaran 4,53% naik tajam dibanding tahun 2009 yang tumbuh

pada kisaran 1,34%. Selain itu pada sisi permintaan, kontribusi terbesar
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dalam pertumbuhan adalah ekspor timah yang menyumbang sekitar 90%

ekspor Bangka Belitung (www .bi.go.id).

Revitalisasi pasar tradisional merupakan konsep yang holistic dalam
membenahi pasar. Revitalisasi termasuk di dalamnya bagaimana menjadikan
pasar tradisional sebagai ikon perekonomian bangsa, simbol kewirausahaan
lokal, indikator denyut ekonomi suatu wilayah, bahkan menjadi identitas
sosial-ekonomi dan budaya bangsa. Revitalisasi perlu dilihat dari berbagai
aspek yang bekerja secara paralel dan tidak parsial.

Berdasarkan informasi dari Kabid Tata Ruang Bappeda, Kota
Pangkalpinang mempunyai 3 (tiga) kerja sama yang menggunakan sistem
Kerja sama BOT di samping bentuk kerja sama lainnya, yaitu :

1. Kerja sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Trisa
Jaya Iwanata untuk pembangunan Pasar Atrium.

2. Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Trisa
Jaya Iwanata untuk Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Sembako.

3. Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Pasar
Pinang Jaya untuk pembangunan dan pengelolaan Bangka Trade Center
(BTC)

Melalut wawancara dengan staf DisPerindakKop dan UMKM bahwa
Pasar Atrium merupakan pasar tradisional hasil revitalisasi pasar Tapak
Kuda. Pembangunan pasar atrium dilaksanakan pada saat perekonomian
melemah sebagai dampak perekonomian global yang ditandai dengan
melambatnya ekspansi sektor riil, keterbatasan fasilitas pembiayaan/kredit
akibat melemahnya kinerja sektor perbankan, serta menurunya daya beli

ekspor komoditas unggulan secara nasional, Adapun Pasar Atrium ini
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berlokasi di Timur Jalan Menumbing yang berdiri di atas lahan berbentuk
tapak kuda sehingga dinamakan Pasar Tapak Kuda. Adapun kondisi Pasar
Tapak Kuda waktu itu merupakan lokasi pasar ikan lama dan banyak berisi
bangunan kumuh.

Pasar Atrium dibangun diatas areal 1900 m® dengan jumiah kios 200
unit yang masing-masing berukuran sekitar 3 x 2,8 m yang bangunannya
dibuat 2 (dua) lantai dimana lantai I untuk pedagang sembako termasuk
pedagang bumbu dapur dan lantai II untuk produk tekstil. Pasar Atrium ini
juga dilengkapi fasilitas umum seperti mushollah dan WC, dari 200 kios yang
dibangun, 100 kios diperuntukan untuk pedagang lama, Mengenai biaya kios
bagi pedagang lama dan baru, untuk pedagang lama sekitar Rp 100 juta
sedangkan pedagang baru sekitar Rp 130 juta. Pasar Atrium ini diresmikan
pada tanggal 21 Februari 2009.

Revitalisasi salah satu bentuk kebijakan yang menyangkut kepentingan
umum, karena di dalamnya sebagian besar adalah aset Pemkot Pangkalpinang
yang telah diusahakan oleh masyarakat. Sehingga sebelum melakukan
revitalisasi harus dengan persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang. Selanjutnya
untuk memperoleh persetujuan DPRD ini, terlebih dahulu Walikota
Pangkalpinang membuat surat usulan ke DPRD tentang rencana pemerintah
untuk merevitalisasi Pasar Tradisioanal, dengan surat Nomor
503/501/UM/2006 tanggal 10 Oktober 2006 dan Nomor :503/502/UM/2006
tanggal 10 Oktober 2006. Selanjutnya dalam Keputusan DPRD Kota
Pangkalpinang Nomor 31 Tahun 2006 tanggal 23 Desember 2006, DPRD

Kota Pangkalpinang menyetujui pembangunan tentunya karena tujuannya
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yang baik untuk masyarakat dan pelaksanaannya sesuai atau mengacu kepada
aturan vang berlaku.

Berdasarkan data dan DisPerindagKop dan UMKM, Pasar Sembako
yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah pasar pembangunan yang
didalamnya kebanyakan pedagang eceran yvang ternyata tidak hanya berjualan
sembako, akan tetapi terdapat juga pedagang yang berjualan bumbu dapur,
pecah belah, alat-alat pancing. Uniknya salah satu pedagang yang menempati
lokasi tersebut ada yang membuka toko alat-alat bangunan, hal ini terjadi
akibat dan tidak tercantumnja didalam surat perjanjian mengenai sistem
cluster. Mengenai kondisi lingkungan sebelum di revitalisasi, pasar tersebut
terkesan sangat semrawut dan kumubh, terlebih lagi banyaknya pedagang kaki
lima yang menggelar dagangan dengan hanya memakai tenda yang di pasang
sekenanya saja. Mengenai sistem pengairan banyak terdapat selokan yang
dipenuhi oleh sampah sehingga pada saat hujan turun airnya mampet dan
kemudian sangat menimbulkan bau yang tak sedap. Pedagang di Pasar
Sembako int mayoritas pedagang pribumi berbeda halnya dengan bagian lain
Pasar Pembangunyang kemudian dinamakan BTC, mayoritas pedagang
keturunan. Pasar Sembako ini terletak di salah satu kawasan Pusat
Perdagangan di Kota Pangkalpinang, yaitu di jalan Perniagaan, Kelurahan
Pasar Padi, Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang di atas areal Hak
Pengelolaan Lahan seluas 1.903 Ha, Pasar sembako ini memiliki batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Jalan Kelapa;
Sebelah Selatan dengan Jalan Trem;

Sebelah Barat dengan Jalan RE Martadinata;
Sebelah Timur dengan Jalan Bahagia

(DisPerindakKop dan UMKM Kota Pangkalpinang, 2011)
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Pembangunan atau revitalisasi kawasan Pasar Sembako difokuskan
untuk menampung semua pedagang dikawasan pasar sembako sekarang ini
dan memberikan ruang bagi para pedagang baru. Revitalisasi ini juga
dimaksudkan untuk memperbaiki kesemerawutan dan kekumuhan pasar
tersebut sehingga diharapkan setelah revitalisasi dapat tersedia gedung
bangunan yang cukup refresentatif, tersedianya tempat parkir yang cukup,
dan membenahi sistem pengairan. Revitalisasi pasar pembangunan menjadi
Pasar Sembako ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan
pembangunan dan mewujudkan Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selain
itu revitalisasi ini untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan
sarana dan prasarana yang baik bagi masyarakat. Upaya Pemerintah dalam
merevitalisasi Pasar Sembako ini melalui Investasi dengan pola kemitraan
vang saling menguntungkan dengan kensep Bangun Serah Guna. Pihak
pengelola diwajibkan memberikan pelayan dasar berupa kebersihan,
keamanan, kenyamanan, perawatan bangunan, lokasi parkir serta fasilitas
lainnya dan kontribusi sesuai dengan potensi pasar. Pasar Sembako dibangun
2 lantai dengan.tiap-tiap kios berukuran 5.5 x 3 m’ dengan jumlah kios
sejumlah 65 unit.

Bangka Trade Center (BTC) beralamat di Jalan Letko] Rusli Romli

pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Perniagaan

- Sebelah Selatan :  Jalan Trem

- Sebelah Timur :  Jalan Menumbing ke Jalan Trem
-  Sebelah Barat : Jalan Letkol Rusli Romli

(DisPerindakKop dan UMKM Kota Pangkalpinang, 2011)
Pasar BTC adalah eks Pasar Pembangunan/Pasar Pelita/Pasar Inpres

yang luasnya mencapai 20.713 m’ yang telah dikuasi dan memiliki sertipikat
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Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemkot Pangkalpinang seluas 15.520 m*
dan sebagian lagi tanah milik masyarakat (bioskop Banteng dan 29 persil
tanah bersertipikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan). Selanjutnya yang belum
dan menjadi kewajiban Pemkot Pangkalpinang untuk membebaskan lahan
tersebut sampai diterbitkannya sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama
Pemkot Pangkalpinang seluas 5.193 m’.

Sesuai dengan data dari Dinas Perdagangan Kota pangkalpinang
terdapatt 3.000 pedagang. Total jiwa yang bergantung pada usaha ini-= 40
ribu orang, dengan asumsi satu toko terdiri dari satu pemilik dan dua
karyawan, yang masing-masing memiliki suami/istri dan tiga orang anak
sehingga diperkirakan jumlah jiwa yang bergantung pada usaha ini 15 jiwa
per toko X 3.000 = 40 ribu jiwa. Selanjutnya Jumlah petak Pasar
Pembangunan terdiri dari 110 petak, dikuasai Pemkot Pangkalpinang, Pasar
Los Kaca (40 petak lahan dikuasai Pemkot Pangkalpinang), Pasar Swadaya
Bertingkat (10 petak lahan-dikuasai Pemkot Pangkalpinang), Pasar Lama
Bertingkat (30 petak Iahan dikuasai Pemkot Pangkalpinang), Pasar Swadaya
(80 petak dikuasai Pemkot Pangkalpinang), Pasar Pelita-BPDSS (1114 m?
berjumlah 930 petak), Eks Bioskop Banteng (NV. Meby) luasnya 1.700 m?,
dan Pasar eks NV. Meby sebanyak 80 petak.

Pemilik sertifikat hak milik (SHM) berjumlah 29 orang dengan luas
2.200 m?, Pasar Inpres (Hibah Bersyarat non Komersil dari NV Meby) seluas
4.725 m® Pembangunan BTC ini di atas lahan pasar tradisional (Pasar
Pembangunan/Pasar Pelita/Pasar Inpres). Sebagai bentuk dukungan oleh
DPRD Kota Pangkalpinang tentang peremajaan pasar, maka telah tertuang

dalam SK DPRD No 18 Tahun 2006, yang pada intinya memberikan
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persetujuan untuk melaksanakan pembangunan pasar modern dengan konsep
trade centre (1 atas lahan pasar tradisional Kota Pangkalpinang.

Keberadaan pasar modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan sebagai
konsekuensi dari gaya hidup masyarakat modern. Kenyataan ini dapat dilihat
diberbagai kota—kota kecil di tanah air dengan mudahnya kita dapat
menjumpai mini market, super market, dan hyper market, tidak hanya di
perkotaan bahkan hingga ke pedesaan. Selain itu berbagai keunggulannya,
pasar modern telah menartk masyarakat pembeli untuk datang ke situ:

Berdasarkan data dari Kompas online yang bertajuk “Jangan Biarkan
Pasar Bersaing dengan Hipermarket’, semakin mengindikasikan konsumen
pasar tradisional bakal berpindah ke pasar mederen, dalam tajuk kompas
online tersebut menyebutkan, dalam rentang waktu tahun 2003-2008,
pertumbuhan gerai ritel modern fantastis yaitu mencapai 162%. Bahkan,
pertumbuhan geral minimarket mencapai 254,8%, yakni dari 2.058 gerai
pada tabun 2003 menjadi 7.301 pada tahu 2008, sementara jumlah pasar
tradisional didalam kurun lima tahun tersebut cendrung stagnan. Apabila
fenomena inj dibiarkan terus terjadi tanpa adanya upaya pemerintah
merevitalisasi pasar tradisional dan tetap membiarakan sarana dan prasarana
vang .apa adanya, dikhawatirkan pasar tradisional akan kalah bersaing
lantaran tidak sanggup menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, untuk
mencegah hal itu terjadi, kiranya diperlukan uvpaya revitalisasi pasar
tradistonal. |

Dewasa ini keberadaan pasar tradisional semakin terancam oleh pasar
modern yang menjanjikan kemudahan dan kenyamanan serta gaya dalam

berbelanja, namun dibalik kesuksesan bisnis retail tersebut (pasar modern)
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terdapat persoalan khususnya untuk rezail kelas menengah dan kelas kecil,
bahkan beberapa diantaranya memprotes ekspansi secara besar-besaran dari
peritel kelas besar. Eksistensi pasar tradisional merupakan salah satu
indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.
Pembangunan Pasar Atrium, Pasar Sembako, dan BTC ini melibatkan
pelaku usaha dengan pola kemitraan atau BOT yaitu dibangun, dioperasikan
dan ditransfer kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu
30 tahun, yang mana dalam konsep ini semua pihak akan diuntungkan.
Kemitraan dengan pola ini menjadi pilihan, mengingat keterbatasan dan
kemampuan distribusi pembiayaan atas seluruh sektor pembangunan serta
optimalisasi asset pemerintah daerah. Selanjutnya perjanjian kerjasama BOT
dalam pembangunan Pasar Atrium dan Pasar Sembako, pelaksanaannya
dilakukan antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan Direktur PT. Trisa
Jaya Iwanata Utama Nomor; 11/Perjanjian/HK/2008 Nomor:
KP025/35A/Vil/2008 dan perjanjian ini berakhir sampai dengan S Juli 2038,
Pembangunan BTC juga telah dilakukan Perjanjian Kerjasama antara
Pemkot Pangkalpinang yang diwakili oleh Walikota Pangkall.[.Jinang dengan
Direktur PT. Pasar Pinang Jaya dengan nomor : 07/PKS/Huk/I1/2009 dan
Surat. nomor : 025/PPIIH/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tentang
Pembangunan dan Pengelolaan Bangka Trade Centre (BTC) Pangkalpinang,
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk
menuangkannya dalam sebuah penelitian, dengan mengkaji efisiensi dan
efektivitas kerjasama penanaman modal dengan sistem BOT di Kota
Pangkalpinang. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan perjanjian, mengkaji

hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak, tahapan pelaksanaan,
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kendala-kendala yang dihadapi dalam kerja sama, serta manfaat dan
dampak dari sisi aspek ekonomis dan aspek finansial sistem pembiayanan
dengan metode BOT.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka
tulisan ini melakukan Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan
Sistem BOT dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Pangkalpinang.
Dengan demikian permasalahan penelitian ini adalah sebagat berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama
BOT dari sisi Aspek hukum dalam merevitalisasi Pasar di Kota
Pangkalpinang ?

2. Bagaimana tahapan pelaksanaan kerja sama BOT dalam merevitalisasi
Pasar di Kota Pangkalpinang ?

3. Kendala-kendala apa saja ‘yang dialami dalam kerja BOT dalam
merevitalisast Pasar Atrium Pangkalpinang ?

4. Apa manfaat serta dampak konsep pembiayaan BOT dalam merevitalisasi
Pasar Tradisional Pangkalpinang dilihat dari aspek ekonomis dan aspek
finansial 7

Locus dan Focus kajian penelitian, sebagai berikut:

1. Locus : Lokasi penelitian di batasi pada Lingkup Pasar Hasil BOT
seperti Pasar Atrium, BTC dan Pasar Sembako Pangkalpinag serta Dinas
Terkait (DPPKAD, DisperindagKop dan Bappeda Kota pangkalpinang).

2. Focus : Penelitian dibatasi pada Konsep, Manfaat serta Dampak BOT

terhadap revitalisasi Pasar Tradisional Kota Pangkalpinang.
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C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam
perjanjian kerja sama BOT dari sisi Aspek Hukum dalam merevitalisasi
Pasar Kota Pangkalpinang,

2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tahapan pelaksanaan kerja
sama BOT dalam merevitalisasi Pasar Kota Pangkalpinang.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis Kendala-kendala apa _saja .yang
dialami dalam kerja sama BOT dalam merevitalisast Pasar Kota
Pangkalpinang.

4. Untuk mengetahui manfaat serta Dampak Konsep Pembiayaan BOT dari
Aspek Ekonomis dan Aspek Finansial,

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :
1. Secara Praktis

Harapan ke depan dari hasil penelitian ini dapat memberikan
faedah bagi masyarakat, swasta dan Pemerintah yaitu sebagai landasan
dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah dengan pihak swasta
dalam penanaman modal dengan sistem BOT karena sistem pembiayaan
ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi ketidaksediaan dana yang
cukup untuk memenuhi percepatan pembangunan sehingga nantinya dapat
dijadikan referensi dalam kerja sama lainnya.

2. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah dan

melengkapi literatur bacaan khususnya untuk mahasiswa dan masyarakat
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pada umumnya mengenai perjanjian kerja sama BOT dan berguna bagi

perkembangan ilmu pengetahuan bidang Ilmu Administrasi Publik.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAIJIAN TEORITIK
1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik (public policy) sebenarnya sudah menjadi
realitas sosial sejak manusia menyadari bahwa mereka memiliki tujuan
hidup yang sama di samping variasi kepentingan yang ada. Mustopadidjaja
(2003:5) menyatakan bahwa ” Kebijakan publik pada dasarnya adalah
suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasai permasalahan
tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan
tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintaian negara dan pembangunan”,
sedangkan Dye (199_8 : 2) mengatakan bahwa ” public policy is wahetever
government choose to door not to do.” Sedangkan menurut Dunn (1994 :
109), kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih saling
berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang
dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan kebijakan merpakan
serangkaian keputusan yang dapat diyjadikan pedoman ataupun penuntun
bagi pelaksanaan keputusan untuk mengatasi masalah tertentu atau untuk
mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat dijadikan suath penuntun
untuk memberikan arah tindakan bagi perilaku di masa depan sekaligus
merupakan suatu kesatuan arah bagi sejumlah program dan proyek yang

membutuhkan keputusan-keputusan besar dan kecil. Arah tindakan ini
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dihasilkan melalu1 proses pemilihan oleh pengambil kebijakan dari
sejumlah alternatif pilthan yang tersedia sehingga tindakan ini merupakan
tindakan yang disengaja. Pilihan tersebut tidak bermaksud memecahkan
semua masalah, tetapi memberikan solusi dari suatu situasi yang
terbatas. Konsepsi diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Solichin
(1997.3) yang mengutip pendapat Friedrich, (1963:45)

“Bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah
pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan  dengan
adanya  hambatan-hambatan  tertentu “seraya mencari
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atan mewujudkan
sasaran yang diinginkan”.

Sejalan dengan definisi tersebut, Anderson, (1997:102) dalam
Wahab (1997), merumuskan kebijaka:n sebagai a purposive course of
action jfollowed by an actors in dealing with problem or maiter of
concern. selanjutnya kebijakan . diartikan sebagai serangkaian tindakan
yang mempunyai tujuan tertentu yang dukuti dan dilaksanakan oleh
seseorang pelaku atau .sekelompok pelaku guna memecahkan suatu
masalah tertenitu. Kebijakan publik pada umumnya dibuat berlandaskan
hukum ~dan. kewenangan tertentu, para warga masyarakat menerima
kebijakan pemerintah sebagai suatu produk hukum yang absah. Dengan
demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap
publik secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak
dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Kebijakan itu adalah bagian dari sistem maka dari itu sistem
kebijakan menurut Mustopadijaja ( 2003: 17 ) adalah :

Tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan "wahana”

dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan "proses
kebijakan" (formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja
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kebijakan) yang mengakomodasikan kegiatan tehnis (fechnical
process) maupun sosiopolitis (socio- political process) serta
saling hubungan atau interaksi antar empat faktor dinamik yaitu
(1) lingkungan kebijakan, (2) pembuat dan pelaksana kebijakan,
(3) kebijakan itu sendiri, dan (4) kelompok sasaran kebijakan.
Lingkungan kebijakan (policy environment) adalah keadaan
vang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan
timbulnya "isswes" kebijakan (policy issues), yang
mempengarvhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan
oleh sesuatu kebijakan; (2) pembuat dan pelaksana kebijakan
(policy maker and implementer), adalah orang atau sekelompok
orang, atau organisasi yang mempunyai “"peranan tertentu”
dalam proses kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi
menentukan atau pun mempengaruht baik dalam pembuatan
kebjjakan ataupun dalam tahap lainnya, seperti pelaksanaan,
pengawasan, dan penilajan atas hasil atau kinerja yang-dicapai
dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan; (3) kebijakan itu
sendiri {policy contents), adalah keputusan atas sejumlah pilihan
yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang
dimaksudkan untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu; dan (4)
kelompok sasaran kebijakan (target groups), adalah orang atau
sekelompok orang, atau organisasi dalam masyarakat yang
perilaku dan atau keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan
bersangkutan).

Adapun kebijakan publik pasti memiliki ciri, Sunggono, {1994:
25). mengemukakan empat. ciri penting dari kebijakan publik, sebagai
berikut:
a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuknya berupa
penetapan tindakan- tindakan pemerintah,
b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan
tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata,
c..Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud
dan tujuan tertentu.
d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan
bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan dibuat tentu akan menimbulkan pro dan kontra maka dart
itu Rose (1969:23), dalam Dunn (1994:44), sebagai salah satu pakar ilmu
politik menyarankan, bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai
serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada

sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami
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sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk
melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan
tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada
kepentingan masyarakat. Kebijakan pubhk merupakan suatu fenomena
yvang kompleks karena ada variasi kompleksitas, melibatkan ‘multiaktor
dengan beragam kepentingan di mana masing-masing pihak mencermati
kebijakan dari perspektifnhya masing-masing.

Kebijakan publik memiliki konteks™ yang kompleks, maka
pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil
keputusan dituntut untuk mampu memilih alternatif keputusan secara
tepat dengan berorientasi pada sebesar mungkin kepentingan masyarakat.
Kebijakan yang telah diformulasikan atauw dirumuskan bermaksud untuk
mencapai tujuan tertentu, dalam konteks im, dapat dimengerti apabila
banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses
jika. dalam' pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang
telah ditetapkan.

Setiap kebijakan akan diketahui efektivitasnya apabila dilakukan
evaluasi maka dari itu, Anderson (1997: 272) dalam Wahab (1997:38),
berpendapat :

Untuk mengetahut sejauh mana pelaksanaan kebijakan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari
proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi
kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu

kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian
tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi
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juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan
tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri.

Evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat
didefinisikan sebagai the systematic assessment of the extent to which:

a. Program inputs are used to maximise outputs (efficiency);

b. Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness);

c. Program objectives match policies and community needs
{appropriateness).

(Commonwealth of Australia Department of Finance, 1989: 1)

Dunn (1994:137) menyebutkan  kriteria lain dalam rangka
mengevaluasi suatu kebijakan adalah:

a. Efisiensi . suatu kebijakan dikatakan efisien, jika hasil
(output atau outcomes) lebih besar (berarti) dari pada biaya
untuk implementasi serta penegakan hukuk kebijakan
tersebut. Artinya, yang digunakan adalah kriteria “cost-
effeciiveness”, dengan kata lain, suatu kebijakan bersifat
efisien, maka pasti “cost-effectiveness”, tetapi tidak
sebaliknya.

b. Keadilan : vyang dimaksud dengan keadilan adalah
pembagian (penyebaran) keuntungan, yang diperoleh dari
suaty  kebijakan, di antara kelompok masyarakat
(stakeholders).

c. Insentif untuk perbaikan : kebijakan yang baik adalah
kebijakan yang mendorong para “stakeholders” untuk
mencari dan menerapkan pendekatan atau teknologi untuk
perbaikan,

d. Kemudahan untuk penegakan hukum ({enforceability)
dapat atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan
serta ditegakkan.
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Kriteria evaluasi kebijakan tersebut sejalan dengan indikator

berikut:
Tabel 2.1 Indikator Evaluasi Kebijakan
Indicators General Definition
Quitput Volume of units produced
Qutcome Quality/effectiveness of production, degree to

which it creates desired outcome

Program outcome | Effectiveness of specific program in achieving
desired outcomes

Policy outcome Effectiveness of broader policies in achieving
Sundamental goals

Program efficiency | Cost per unit of output

Policy efficiency Cost to achieve fundamental goals

Program Degree to which program yields desired goals
effectiveness
Policy effectiveness | Degree to which fundamental goals and
citizen needs are met

Sumber: Osborne & Gaebler (1992:356-357)

Evaluasi kebijakan dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang
dilakukan untuk mengukur sejauhmana suatu kebijakan dapat mencapai
hasil yang telah ditetapkansebelumnya. Pengukuran ini didasarkan pada
tercapainya indikator-indikator pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur

dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun ouicome kebijakan.

2. Konsep dan Pemaknaan tentang Pasar
Secara umum pengertian pasar adalah kegiatan penjual dan pembeli
yang melayani transaksi jual-beli. Pengkategorian pasar tradisional dan
pasar modern sebenarnya baru muncul belakangan ini ketika mulai
bermunculannya pasar swalayan, supermarket, hypermarket. Pasar
tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung,
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bangunan biasanya terdinn dan kios-kios atau gerai, los dan dasaran
terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak
bertransaksi secara langsung melainkan pembeh melihat label harga yang
tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan
pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan} atau dilayani oleh
pramuniagan. Untuk Pasar Atrium dan Pasar Sembako maupun BTC
sebenarnya lebih tepat disebut dengan Pasar Tradisional yang memiliki
gedung baru serta arsitektur dan disain yang modern,

Dikotomi antara pasar tradisional dan pasar modern sesungguhnya
tidak hanya bersumber dari arsitektur bangunan atau manajemen
pengelolaannya, melainkan bersumber dari pemaknaan tentang konsepsi
pasar sebagail tempat berlangsungnya transaksi ekonomi. Konsep tentang
pasar dapat dipabami . dari (berbagai perspektif, seperti perspektif
ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik, dalam perspektif ekonomi,
konsep tentang pasar {dalam pengertian luas, sebagai tempat bertemunya
permintaan “dan penawaran) terbentuk sebagai salah satu implikasi
dari proses perubahan masyarakat menuju masyarakat kapitalis.

Sedangkan menurut Boeke (1953:56), yang merupakan salah satu
ahli ekonomi yang mencoba menerangkan fenomena terbentuknya pasar
dalam kerangka pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat prakapitalistik
dengan masyarakat kapitalistik. Menurutnya, perbedaan yang paling
mendasar antara masyarakat prakapitalistik dengan masyarakat kapitalistik

terletak dalam hal orientasi kegiatan ekonominya.
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Masih menurut Boeke, (1953:342). Masyarakat dalam tingkatan
prakapitalistik berupaya untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang
diperolehnya, sedangkan masyarakat dalam tingkatan kapitalistik tinggi
berupaya untuk mendapatkan laba maksimum. Sedangkan Sastradipoera,
(2006: 101) dalam Ajip Rosidi, (2006), Berpendapat, perbedaan orientast
ekonomi tersebut melahirkan nilai-nilai sosial dan budaya yang membentuk
pemahaman terhadap keberadaan pasar dalam kedua kategori masyarakat
tersebut, dalam masyarakat kapitalistik, individu secara /ctonom
menentukan keputusan bebas, dalam masyarakat seperti. itu, pasar
merupakan kolektivitas keputusan bebas antara produsen dan konsumen.

Jika keputusan produsen ditentukan oleh biaya alternatif, harapan
laba, dan harapan harga pasar, maka keputusan konsumen ditentukan
oleh daya beli, pendapatan minus-tabungan, harga dan harapan haiga
komoditas, serta faktor ‘individual (minat, kebutuhan, dlI), dalam
masyarakat prakapitalistik, sebaliknya, kolektivisme menentukan keputusan
individual. Pasar/dalam masyarakat seperti itu merupakan pertemuan sosial,
ekonomi, dan- kultural. Apabila keputusan produsen lebih ditentukan
oleh. harapan untuk mempertahankan posisi pendapatan yang telah dicapai,
maka keputusan konsumen lebih dekat pada nilai kolektif yang dapat
diraihnya,

Nilai kolektivitas menjadi pembeda dalam pemahaman tentang.
konsepsi pasar di kalangan masyarakat prakapitalistik dan masyarakat
kapitalistik. Bagi masyarakat prakapitalistik yang ciri- cirinya tampak
dalam kelompok masyarakat yang masih berpatokan pada kolektivitas,

kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar (dalam arti tempat bertemunya
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penjual dan pembeli) masih sangat diwarnai oleh nuansa kultural yang
menekankan pentingnya tatap muka, hubungan personal antara penjual
dan pembeli (yang ditandai oleh loyalitas ‘langganan’), serta kedekatan
hubungan sosial (yang ditandai konsep ‘tawar-menawar harga’ dalam
rﬁembeli barang atau konsep ‘berhutang’). Karaktenstik semacam ini pada
kenyataannya tidak hanya ditemukan dalam masyarakat perdesaan
sebagaimana tercantum dalam penelitian Boeke, tapi juga dalam
masyarakat perkotaan, yang bermukim di kota-kota besar di'Indonesia.
Kondisi semacam inilah yang kemudian memunculkan dualisme sosial,
yang tampak dalam bentuk pertentangan antara sistem sosial yang berasal
dari luar masyarakat dengan sistem sosial pribumi yang hidup dan
bertahan di wilayah yang sama.

Untuk lebih memahami makna tentang pasar hendaknya kita tidak
hanya mengartikan dalam bentuk harfiah akan tetapi harus juga lebih
memaknai secara filosofis, Maka dari itu Wahyudi dan  Abmadi,
(2003:39), berpendapat makna filosofis sebuah pasar tidak hanya
merupakan arena jual bel: barang atau jasa, namun merupakan tempat
perfemuan warga untuk saling interaksi sosial atau melakukan diskusi
informal atas permasalahan kota.

Pemaknaan tentang pasar akan merefleksikan fungsi pasar yang
lebth luas, namun selamé im kurang tergarap pengelolaannya dalam
berbagai kebijakan, Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan
pasar, seperti kebijakan perdagangan, tata ruang, dan perizinan lebih

banyak berorientasi pada dimensi ekonomi dari konsep pasar.
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Pengabaian terhadap fungsi sosial-kultural pasar inilah yang
kemudian melahirkan bentuk-bentuk pasar modern yang bernuansa
kapitalistik, yang lebih menonjolkan kenyamanan fisik bangunan,
kemewahan, kemudahan, dan kelengkapan fasilitas namun menampilkan
sisi lain yang individualistis, “dingin”, dan anonim. Masuknya nilai-nilai
baru, seperti kolektivitas rasional atau otonomi individu yang menjadi
karakteristik masyarakat kapitalistik ternyata tidak diimbangi oleh
pelembagaan nilai-nilai ini dalam dimenst kehidupan masyarakat.

Kebiasaan sosial di kalangan masyarakat perkotaan yang seyogianya
menampakkan ciri-ciri masyarakat kapitalistik, pada kenyataannya masih
menunjukkan kebiasaan masyarakat prakapialistik. Kondisi inilah yang
kemudian memunculkan fenomena dualisme, seperti berkembangnya para
pedagang kaki lima di sekitar mall; Dualisme sosial ini selanjutnya
mengarah pada pola relasi yang timpang di mana salah satu pihak
mendominasi pihak lain dan pihak lain berada dalam posisi termarginalkan,
baik dalam kerangka struktural maupun kultural.

Kemiskinan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan dalam
kekuatan tawar- menawar di pasar terutama disebabkan oleh ketidaksamaan
kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial tersebut.
Beberapa penyebabnya adalah ketidaksamaan untuk memperoleh modal
atau aktiva produktif, ketidaksamaan dalam memperoleh sumber-sumber
finansial, ketidaksamaan dalam memasuki jaringan sosial untuk
memperoleh peluang kerja, dan ketidaksamaan akses untuk menguasai

informasi.
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Ketimpangan yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan
dalam kekuatan tawar- menawar setidaknya memunculkan dua akibat,
hal ini tertuang dalam Simmamora, (2001:170) antara lain :

a. Hilangnya harga diri (self-esteem) karena pembangunan
sistem dan pranata sosial dan ekonomi gagal mengembangkan
martabat dan wibawa kemanusiaan.

b. Lenyapnya kepercayaan pada diri sendiri (self-reliance)
dani  masyarakat yang berada dalam tahapan belum
berkembang karena tidak mandiri. Kondisi yang tidak
seimbang dalam hal bargaining position sebagaimana
diuraikan di atas juga menjadi salah satu penyebab
melemahnya kapasitas pasar tradisional dalam (persaingan
dengan pasar modern.

Ruang bersaing pedagang pasar tradisional kini semakin terbatas,
bila selama im pasar modern dianggap wunggul dalam memberikan
harga relatif lebih rendah untuk banyak komoditas, dengan fasilitas
berbelanja yang jauh lebih baik, skala ekonomis pengecer modern yang
cukup luas dan akses langsung mereka terhadap produsen dapat
menurunkan harga pokok -penjualan mereka sehingga mereka mampu
menawarkan harga vang lebih rendah, sebaliknya para pedagang pasar
tradisional, “mereka umumnya mempunyai skala yang kecil dan
menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang
yang akan dijualnya.

Akibatnya, keunggulan biaya rendah pedagang tradisional kini mulai
terkikis. Keunggulan pasar tradisional mungkin juga didapat dari
lokasi. Masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang
lokasinya lebih dekat akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan modem terus

berkembang memburu lokasi-lokasi potensial, dengan semakin marak dan

tersebarnya lokasi pusat perbelanjaan modern maka keunggulan lokasi juga
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akan semakin hilang. Kedekatan lokasi kini tidak lagi dapat dijadikan
sumber keunggulan bagi pasar tradisional.
3. Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi  pasar  tradisional merupakan upaya untuk
menyeimbangkan kedudukan pasar tradisional dengan pasar modern,
hal ini harus dilakukan sebagai wujud dukungan terhadap pasar tradisional.
Konsep revitalisasi pasar tradisional lebith lvas dan  sekedar
perubahan pada fisik bangunannya saja, tetapi juga harus ada kensep
bagaimana mendinamiskan pasar. Danisworo & Laretna, (2002:124)
menyatakan :

“Bahwa revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali
suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah
vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami
kemunduran/degradasi, skala revitalisasi ada tingkatan makro
dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup
perbaikan aspek fisik, ~aspek ckonomi dan aspek sosial.
Pendekatan . revitalisasi  harus mampu mengenali dan
memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan
lokasi dan Citra tempat. Selanjutnya Revitalisasi sendiri bukan
sesuatu yang.-hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan
fisik'saja, tapi juga harus dilengkapt denmgan peningkatan
ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada.
Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan
masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut
serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan
adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang
terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja,
tapi masyarakat dalam arti luas. Revitalisasi merupakan sebuah
kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui
beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta
meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Intervensi fisik Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik
revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi
perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik
bangunan, tata hijau, sistem penghubung sistem
tanda/reklame dan ruang terbuka kawasan (urban realm).
Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan
kondisi visual kawasan, khususnya dalam menarik kegiatan
dan pengunjung, intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu
lingkungan (environmental sustainability) pun menjadi
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penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya
memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap
harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

b. Rehabilitasi ekonomi Revitalisasi yang diawali dengan
proses peremajaan artefak urban harus mendukung proses
rehabilitasi kegiatan ekonomi. Perbaikan fisik kawasan
yang Dbersifat jangka pendek, diharapkan bisa
mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal
(local  economic  development), sehingga mampu
memberikan nilai tambah bagi kawasan kota”.

Pengelolaan potensi pasar sesungguhnya tidak hanya berorientasi
pada peningkatan PAD, tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat
yang lebih luas. Oleh sebab itu dalam menggagas model pengelolaan
pasar perlu melibatkan berbagai stakeholders yang terkait, seperti
DisperindakKop dan UKM, Dinas Tata Kota, ‘Dinas Perhubungan,
Koppas (Koperasi Pasar), asosiasi pedagang tradisional, perusahaan
pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari setiap pihak dapat
terakomodasi  dengan _adil. Selanjutnyan materi muatan kebijakan
pengelolaan pasar nantinya-akan mengatur pula bagaimana potensi pasar
tersebut dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas komoditi yang akan
diperjualbelikan, mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur
distribusi produk menjadi lebih efisien dan efektif serta model
kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan
akibat renovasi pasar tradisional.

4. Kerjasama Pemerintah dan Swasta
Globalisasi yang begitu cepat menuntut pelayanan publik untuk
dapat memenuhi harapan masyarakat yang kebutuhannya meningkat dan

cakupannya makin luas. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang baik

antara sektor publik, yaitu pemerintah dan swasta sebagai penggerak
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ekonomi, yang dapat diformulasikan ke dalam kemitraan sektor publik dan
swasta yang dikenal dengan istilah Public Private Partnerships (PPP).
Terminologi kerjasama (partnership) atau kemitraan, lazim digunakan
untuk menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih
individu/organisasi untuk memproduksi suatu barang (goods) atau
memberikan suatu pelayanan jasa (service delivery) (Kariem, 2003:12 ).
Dengan demikian kemitraan dapat memainkan peran yang signifikan
dalam menciptakan sebuah nilai yang terbaik di mana proses peningkatan
mutu diharapkan terjadi dengan tanpa menambahkan beban biaya.

Dalam kerangka kebijakan, kemitraan merupakan prinsip ke 11
dari good governance versi Bappenas, yaitu kemitraan dengan dunia usaha
swasta dan masyarakat (privafe and civil  society partnership). Menurut
Bappenas, dalam Modul Penerapan Frinsip-Prinsip Tata Pemerintahan
yang Baik (Bappenas 2007 : 105), kemitraan harus didasarkan pada
kebutuhan rill (demarid driven). Sektor swasta seringkali sulit tumbuh
karena mengalami hambatan birokratis {red fape) seperti sulitnya
memperoleh berbagai bentuk tzin dan kemudahan lainnya. Hambatan ini
harus diakhiri antara lain dengan pembentukan pelayanan satu atap,
pelayanan terpadu, dan sebagainya.

Indikator minimal yang diperlukan adalah pemahaman aparat
pemerintah tentang pola-pola kemitraan dan lingkungan yang kondusif bagi
masyarakat kurang mampu (powerless}) untuk berkarya. Terbukanya
kesempatan bagi masyarakat/dunia usaha swasta untuk turut berperan
dalam penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan institusi ekonomi

lokal/usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan perangkat pendukung
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indikatornya adalah peraturan- peraturan dan pedoman yang mendorong
kemitraan pemerintah-dunia usaha swasta—masyarakat, peraturan yang
berpihak pada masyarakat kurang mampu, serta adanya program—program
pemberdayaan. Menurut Kariem (2003 :16) Beberapa pertimbangan
pengembangkan kemitraan antara lain;

a. Efisiensi dan kualitas, dimana kemitraan merupakan sarana
untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dibangun
melalut  penyertaan modal ataupun bentuk _kontrak
{contracting out).

b. Efektivitas, dimana setiap organisasi ‘dalam ‘rangka
mencapal tujuannya dituntut untuk semaksimal mungkin
sesuai dengan yang telah ditetapkannya (efefsif) dan dengan
menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya (efisien).
Namun apabila terjadi dinamika internal misalnya,
menonjolnya kepentingan pribadi {vested interest) dari para
anggota  organisasi dalam  menjalankan  tugasnya,
keterbatasan kemampuan pelaksana, dan konflik antar
anggota, maka harus dilakukan monitoring dan
pengendalian.

¢. Memacu dinamika organisasi, dimana dengan membuka
kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra, kerjasama
pemerintah ‘maka. akan membuka peluang usaha lebih
banyak bagi masyarakat.

d. Membagi resiko dan keuntungan (risk and benefit sharing)
dengan mitra kenanya. Selain juga menciptakan keuntungan
bagi kedua belah pihak.

Ada beberapa model kemitraan yang didasarkan pada derajat risiko
yang ditanggung kedua belah pihak; jumlah keahlian yang diperlukan dart
setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian; serta implikasi yang muncul
dari hubungan tersebut, salah satunya menurut Saleh (2008: 30-38)
sebagai berikut:

a. Penjualan Aset (Asset Sales) yaitu penjualan aset sektor
publik yang berlebihan.

b. Perluasan Pasar (Wider Markefs) yaitu masuknya
ketrampilan dan keu-angan sektor swasta untuk

meningkatkan nilai guna aset (fisik dan intelek-tual) pada
sektor publik.
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c. Pemualan Usaha Bisnis (Sales of Businesses) yang
merupakan penjualan sebagian kecil atau besar saham
BUMN/BUMD dengan mengambangkan (floatation) atau
mengobralnya (trade sale) di bursa saham / pasar modal.

d. Perusahaan Berkemitraan (Partnership Companies), melalui
masuknya kepemilikan seckor swasta ke dalam
BUMN/BUMD, dengan tetap menjamin/mengedepankan
kepentingan public dan tujuan kebijakan publik melalui
pengaturan, legislasi, perjanjian kemitraan atau menahan
saham khusus pemerintah.

e. Prakarsa Pendanaan Swasta (PF/=Financially Free
Standing Projects) yaitu kontrak jangka panjang sektor
swasta untuk membeli kualitas pelayanan sektor publik
dengan tingkat kinerja tertentu, termasuk memelihara dan
atau membangun infrastruktur tertentu,

f.  Kemitraan dalam Xebijakan (Policy Partnership) vyaitu
pengaturan yang melibatkan swasta baik sebagai individu
maupun  kelompok dalam  mengem-bangkan atau
melaksanakan kebtjakan publik

Selanjutnya Saleh (2008:107-108) mengatakan bahwa aplikasi dari
model kemitraan di atas dapat dilakukan dalam bentuk :

a. Kontrak Pelayanan (Service Contracts) atau outsourcing,
yang lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah,
dari sisi investasi maupun penyediaan jasa layanan.
Qutsourcing paling efisien dari segi biaya, namun tidak
dapat diterapkan (pada pelayanan publik yang pengelolaan
utilitasnya tidak efisien dan pemulihan biayanya buruk.

b. Kontrak' pengelolaan ({management confract), yang
melibatkan swasta dalam hal managerial atau lebih jauh
lagi, 'menerapkan insentif lebih besar untuk mencapai
tingkat efisienst tertentu dengan menetapkan target kinerja
berdasarkan remunerasi minimal.

c.. Kontrak sewa (Jeases) merupakan model kemitraan yang
paling tepat untuk mencapai efisiensi operasi tapi terbatas
untuk  lingkup  proyek  investasi baru.  Sering
direkomendasikan sebagai batu loncatan menuju peran
serta.

d. Konsesi {concession), dimana swasta bertanggung jawab
dalam pengoperasian, pemeliharaan serta investasi. Dalam
praktek, sistem ini banyak dilaksanakan secara patungan
(joint venture) antara pemerintah dan badan usaha dengan
membentuk perusahaan baru. Ekwitas dalam perusahaan
mayoritas dikuasai pemerintah.

e. Bangun Operasi Alih/Milik (BOA) atau Build Operate
Transfer (BOT)/Own Contract pengaturannya mirip
konsesi, diutamakan untuk menyediakan jasa layanan skala
besar, tapi normalnya berlaku untuk proyek-proyek yang
kental dengan tuntutan berwawasan lingkungan. Peran
swasta adalah membangun utilitas baru, mengoperasikan
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untuk jangka waktu tertentu dengan memperoleh manfaat
dan menanggung resiko darinya, dan pada akhir kontrak
mengalihkan semua hak kembali kepada sektor publik.
BOM (Bangun Operasi Milik) adalah varian BOA, dimana
setelah waktu tertentu asset menjadi milik swasta.

f  Divestasi Sebagian/Penuh (Full or Partial Divestation),
dimana divestasi asset sektor publik dapat dilakukan
melalui penjualan saham, asset, atau manajemen baik
parsial maupun total Tugas pemerintah terbatas pada
pengaturan, yang menjamin terlindunginya kepentingan
konsumen dari harga monopolistik dan buruknya layanan,

Dalam penelitian ini model kemitraan antara Pemerintah Kota
Pangkalpinang dan perusahaan pengembang (BOT), menggunakan model
kemitraan nomor lima, yaitu Prakarsa Pendanaan Swasta (PF/=Financially
Free Standing Projects) adalah kontrak jangka panjang sektor swasta
untuk membeli kualitas pelayanan sektor publik dengan tingkat kinerja
tertentu, termasuk memelihara dan atau membangun infrastruktur tertentu.
Sedangkan untuk aplikasi kemitraaan Pemerintah Kota Pangkalpinang
menggunakan model BOT, dimana kontrak jangka panjang selama 30
tahun dan pihak pengembang wajib membangun, mengoperasikan dan
setelah 30 tahun  menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Kota
Pangkalpinang,

5. Build, Operate and Transfer (BOT)
a. . Gambaran umum BOT
Sebuah proyek dengan konsep BOT adalah proyek yang
berdasarkan pada perjanjian hak pakai (concession’s granting) antara
Pemerintah (Principal) dengan promoter atau invesefor yang
bertanggung jawab atas pembangunan, pendanaan, pengoperasian dan

perbaikan dan fasilitas proyek selama periode hak pakai. Sehingga

pada akhirnya yaitu pengembalian fasilitas proyek tanpa biaya kepada
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pemerintah untuk mengoperasikan proyek secara penuh. Selama masa
atau periode hak pakai, investor mengoperasikan dan menghasilkan
pendapatan dari proyek untuk mengembalikan pinjaman dana dan
biaya investasi, operasioanal, biaya pemeliharaan proyek serta
mengedepankan keuntungan atas investasi. Proyek dengan konsep
BOT akan lebih menguntungkan karena fasilitas dana berasal dari
modal investor maupun pinjaman dari lembaga pendanaan serta ada
pembagian risiko antara pihak pemerintah dan pihak swasta.

Beberapa keuntungan proyek dengan konsep BOT menurut
Walker dan Smith, (1995:189) dalam kuncoro, (2006:1) antara lain :

- Sumber baru untuk pendanaan proyek dari sektor
swasta yang dapat mengurangi hutang sehingga dapat
meningkatkan kredibilitas pemerintah,

- Adanya transfer teknologi baru dan sistem yang lebih
terpadu dan pihak swasta yang dapat meningkatkan
efisiensi dari operasi proyek.

- Adanya alokasi risiko antara pihak swasta dan pihak
pemerintah atas proyek.

- Adanya transfer teknologi, rainning bagi orang sekita
proyek” (penduduk lokal), dan pengembangan pasar
modal nasional.

b. Aspek keuangan studi kelayakan proyek
Keputusan melakukan investasi pada proyek BOT yang
menyangkut dana besar dari berbagai pihak, terutama antara pihak
swasta (invesfor) dari pemerintah (govermment) untuk mendapatkan
keuntungan jangka panjang, seringkali berdampak besar terhadap
kelangsungan hidup perusahaan (pihak swasta) dan juga bag:

pemerintah. Oleh sebab itu, keputusan yang diambil dalam melakukan

investasi harus memperhatikan aspek kevangan (financial).
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Aspek finansial sangat diperlukan untuk meimilih dan
menyeleksi  jenis proyek atau investasi yang berpotensi
keberahasilannya yang terbesar oleh sebab itu Suad (1997:230)
menyebutkan aspek keuangan mempelajari berbagai faktor penting,

seperti ;

Dana yang diperlukan untuk investasi, baik untuk aktiva
tetap maupun modal kerja

Sumber-sumber pembelanjaan yang akan dipergunakan.
Seberapa besar banyak dana yang berasal dari modal
sendiri dan berapa yang berasal dari pinjaman jangka
pendek maupun jangka panjak.

Taksiran penghasilan, biaya, rugi/laba. pada tingkat
operastonal

Manfaat dan biaya dalam arti finansial, seperti “Rate of
return on investmen”, NPV (net present value), IRR, PI
(profitability index), PP (papback periode). Estimasi
terhadap risiko proyek, jadi selain taksiran aliran kas
(cash flow) diperlukanuntuk menghitung profitabilitas
finansial proyek

- Proyeksi keuangan, dalam artian pembuatan neraca yang
diproyeksikandan .proyeks sumber serta penggunaan
dana.

Walker dant Smith (1995:231) mengatakan “Aspek keuangan
proyek BQT dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemberi dan
investasi (lenders) vang umumnya terdiri dari bank swasta atau bank
pemerintah maupun perusahaan asuransi, dan dar sisi investaor
sebagai peminjam dana”.

Dana proyek BOT jika dilihatl dari sisi pemberi dana (fenders)
menitik beratkan pada perkiraan atau proyeksi neraca laba/rugi
tahunan selama masa pengelolaan yang diwakili dengan model
keuangan (financial model), lengkap dengan jaminan/agunan yang
diperlukan. Sedangkan dari sisi investor, lebih fokus pada berapa

besar keuntungan yang didapankan sesuai dengantujuan perusahaan
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swasta. Proses pengkajian kelayakan proyek atau investasi dar aspek
kevangan, pendekatan konvensional yang digunakan adalah
menganalisis perkiraan arus kas keluar dan kas masuk selama umur
proyek atau masa investasi. Arus kas akan terbentuk dari perkiraan

biaya awal, modal kerja, biaya operasioanl,

Selain itu Suad (2000:125) juga berpendapat bahwa :
Beberapa alat yang dapat digunakan untuk menganalisa
aspek keuangan studi kelayakan proyek antara lain
- Metode penilaian investasi
- Metode penentuan kebutuhan dana, modal kerja
maupun aktiva tetap
- Analisa break-event, linear <atau wnion [liniear, nilai
ketidak pastian perlu disertakan
- Aliran kas proyek
- Analisa sumber dan penggunaan dana
- Analisa risiko/investasi
Setelah melalui pengkajian maka Pasar Atrium, Pasar Sembako
dan BTC vyang menggunakan model gedung frade cenfer ini
mengadopsi [konsep dari bangunan mall. Artinya dimana dalam
kawasan-ini menyediakan penjualan barang atau jasa dengan yang
baik bagi masyarakat umum.
¢ Beberapa contoh kerjasama pemeriniah dan swasta dengan
menggunakan konsep BOT
Build, Operate and Transfer (BOI) merupakan jenis
perjanjian yang baru dikenal di Indonesia pada pertengahan tahun
1980-an yang diadaptasi dari Amerika dan Eropa. Pada prinsipnya,
BOT merupakan perjanjian antara dua pihak, dimana pihak yang satu

menyerahkan penguasaan tanah miliknya untuk diatasnya didirikan
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suatu bangunan yang bersifat komersial oleh pihak kedua (investor).
Selanjutnya pihak kedua berhak mengoperasikan bangunan komersial
tersebut dengan memberikan kontribusi tertentu kepada pemilik tanah
untuk jangka waktu tertentu, dan menyerahkan kepada pemilik tanah
setelah jangka waktu tertentu tersebut habis.

Beberapa contoh pelaksanaan BOT adalah perjanjian yang
banyak dilakukan oleh PT. TELKOM dengan mitrannya dalam
membangun jaringan telepon (saluran sambungan telepon ISST)
seperti PT. TELKOM Divre IV dengan MGTI (Mitra Global
Telekomunikasi Indonesia). Pembangunan ruas jalan tol Cililitan-
Tanjung Priok, JCC (Jakarata Convention Center) sedangkan di
Kota Pangkalpinang Sendiri selain Pasar Atrium sistem BOT juga
digunakan pada Pasar BTC (Bangka Trade Cenire) dan Pasar
Sembako.

Perjanjian BOT dapat pula terjadi pada saat pthak mvestor
mengoperasikan bangunan komersial, tidak memberikan kontribusi
kepada ‘pemilik tanah. Untuk hal sepérti ini biasanya bentuk
bangunan komersial yang dibangun adalah prasarana produksi.
Perjanjian BOT dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap
pembangunan, tahap operasional dan tahap penyerahan. Tahap-
tahap ini dapat berlangsung secara prosedural, artinya tahap
operasional dapat Dberlangsung setelah melewati tahap
pembangunan dan tahap #amsfer dapat berlangsung setelah

melewati tahap operasional, dalam tiap-tiap tahap, masing-masing
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pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan yang
diperjanjikan.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Build
Operate and Transfer ditentukan atas dasar kesepakatan para
pihak itu sendiri, dan biasanya bervariasi menurut sifat bangunan
komersial yang dibangun. Namun hal yang pasti, dalam tahap
transfer (penyerahan) ,pihak investor wajib menyerahkan kembali
tanah beserta bangunan komersial diatasnya kepada pemilik tanah.
Selaras dengan hal tersebut maka, Rahman, (1994. 45-46)
Mengungkapkan :

BOT (Build Operate and Transfer) merupakan
perjanjian jangka pafjang {antara 15 sampai
30 tahun). Banyak permasalahan yang mungkin
akan muncul dalam setiap tahapannya dalam
perjanjian BOT, Pada tahap pembangunan dan
tahap operasional mnisalnya, dapat muncul
masalah (yang berkaitan dengan jangka waktu
hak atas tanah tempat pembangunan komersial
sedang dibangun atau dioperasikan. Demikian
juga’ pada tahap penyerahan. Pada tahap
penyerahan yang harus diserahkan adalah tanah
beserta bangunan komersial diatasnya yang siap
dan dapat dioperasikan sebagaimana dalam
tahap operasional. Jika hal ini tidak diatur secara
tegas dalam perjanjian, maka kemungkinan akan
muncul banyak persoalan di kemudian hari.
6. Mutu Pelayanan
Inti keberhasilan dari mutu pelayanan publik adalah mencapai
kepuasan masyarakat. Berbagai model dan metode yang dilandasi dengan
karakteristik dan dimensi semua itu untuk mendukung terealisasinya mutu
pelayanan publik yang prima.

Menurut Fitzsimmons & Mona (1994:44), “Harapan mutu

pelayanan admnistrasi sangat ditentukan oleh perkataan dimulut, personal,
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dan pengalaman yang lalu”. Ketiga faktor bicara, organisasi dan
pengalaman yang diperoleh sebelumnya ternyata berpengaruh besar
terhadap kepuasan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra
dan tidak mungkin setiap kebijakan akan memenuhi harapan semua
masyarakat yang beraneka ragam, begitupun yang terjadi pada Pasar
Atrium. Pada saat akan di Revitalisasi banyak pedagang yang tidak setuju
dengan alasan khawatir berkurangnya pelanggan, takut’ HOK/
(keberuntungan) yang ada menghilang dan enggan pindah karena sudah
merasa nyaman dengan keadaan yang apa adanya.

7. Tinjauan umum perjanjian

Istilah perjanjian, jika ditinjav menurut bahasa, berasal dari istilah
Overeenkomst, sedangkan istilah Overeenkomst itu sendiri berasal dari
kata kerja Overeenkomen, yang artinya setuju atau sepakat. Oleh karena
itulah Subekti menerjemahkan istilah Overeenkomst dengan istilah
“persetyjuan”. Pasal 1313 KUH Perdata juga menyebut istilah perjanjian
dengan istilah. persetujuan. Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313
tersebut dijelaskan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain
atau lebih.

Perlu diperhatikan secara seksama, istilah persetujuan sebetulnya
kurang tepat untuk menggantikan istilah perjanjian, sebab jika hal itu
dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata, disana dijelaskan bahwa
diantara empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan

atau persetujuan dari para pihak. Dengan demikian, jika istilah perjanjian
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juga disebut dengan istilah persetujuan, hal itu dapat menimbulkan
kerancuan dalam memberikan pengertian, disamping mengenai istilah
persetujuan, pengertian yang terkandung dalam Pasal 1313 KUH
Perdata juga mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut :

a. Dalam pengertian tersebut hanya disebutkan istilah
“perbuatan” (handeling), bukan istilah “perbuatan hukum”
(recht  handeling). Dengan demikian maka mengandung
konsekwensi bahwa setiap perbuatan apapun, baik perbuatan
menurut hukum maupun perbuatan yang tidak ada kaitannya
sama sekali dengan hukum, dapat dikatakan . sebagai
perjanjian.

b. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata juga
mempunyai makna yang sangat luas, karena dapat diartikan
meliputi perjanjian-perjanjian yang timbul dalam lapangan
hukum keluarga. Sedangkan yang dimaksud perjanjian dalam
Pasal 1313 KUH Perdata hanyalah perjanjian yang terjadi
dalam lapangan hukum harta kekayaan belaka. Karena
pengertian perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 1313
KUH Perdata dirasa belum inemberikan gambaran yang
jelas, maka banyak _penulis membantu memberikan
pengertian perjanjian, yaitu dengan mengemukakan bahwa
perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau
lebth yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk
menmmbulkan akibat hukum.

Sedangkan Subekti{1979:23) mengatakan bahwa “Perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seorang lain berjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal”. Selain itu Kadir (1982:89) menyatakan :

“Pengertian perjanjian sebagai suvatu persetujuan dengan
mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan svatu hal dalam lapangan harta kekayaan.
Istilah Comunnis Opinic Doctorum menjelaskan bahwa
pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang
besisi dua untuk menimbulkan persesuaian kehendak
guna melahirkan akibat hukum. Satu perbuatan hukum
vang bersisi dua di sini, maksudnya adalah sisi penawaran
{aanbod) dan penerimaan (aanvaarding)”.

Beberapa pengertian yang dikemukakan para penulis di atas, adalah

merupakan pengertian konvensional atau klasik, karena perjanjian di sini
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hanya diartikan sebagai perbuatan hukum, bukan hubungan hukum.
Sedangkan doktrin modern menjelaskan juga bahwa yang dimaksud
dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Selanjutnya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Perlakuan
Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerja sama

dalam Bentuk BOT mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1)

Buili, Operate and Transfer (BOT) adalah bentuk perjanjian

kerja sama vang dilakukan antara pemegang hak atas

tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang
hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk
mendirikan bangunan selama masa perjanjian BOT, dan
mengalihkan  kepemilikan bangunan tersebut kepada
pemegang hak atas tanah  setelah masa guna serah
berakhir.

Pasal 2)

(1) Biaya mendirikan” bangunan  diatas tanah yang
dikeluarkan o©leh investor merupakan nilai perolehan
investor untuk mendapatkan hak menggunakan atau
hak |_mengusahakan bangunan tersebut, dan jumlah
biaya ~yang dikeluarkan tersebut oleh investor
diamortisasi dalam jumlah yang sama besar setiap
tahun selama masa perjanjian BOT.

(2) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimulai pada tahun bangunan tersebut mulai digunakan
atau diusahakan oleh investor.

(3) Apabila masa perjanjtan bangun guna serah menjadi
lebih pendek dari masa yang telah ditentukan dalam
perjanjian maka sisa biaya pembangunan yang belum
diamortisasi, diamortisasi sekaligus oleh investor pada
tahun berakhirnya masa bangun guna serah yang lebih
pendek tersebut.

(4) Apabila dalam pelaksanaan bangun guna serah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
penggantian atau imbalan kepada investor, maka
penggantian atau imbalan tersebut adalah penghasilan
bagi investor dalam tahun diterimanya hak penggantian
atau imbalan tersebut.

(5) Apabila masa perjanjian BOT menjadi lebth panjang
dari masa vyang telah ditentukan dalam perjanjian
karena adanya penambahan bangunan, maka biaya
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penambahan bangunan tersebut ditambahkan terhadap
sisa biaya yang belum diamortisasi dan diamortisasi
oleh investor hingga berakhirnya masa BOT yang
lebih panjang tersebut.
B. Kerangka Berpikir
Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan
penyediaan jasa pelayanan publik, serta pelaksanaan peremajaan pasar
merupakan upaya untuk meningkatkan perokonomian kota, estetika dan
pemanfaatan potensi daerah untuk memperoleh hasil yang optimal bagi
masyarakat. Selain itu untuk mengimbangi pesatnya perkembangan sektor
bisnis menyebabkan kebutuhan akan modal semakin besar, di satu sisi ada
pihak yang kekurangan modal, sedangkan disisi lain ada pihak yang
kelebihan modal, untuk menyalurkan modal pada pihak yang memerlukan
diperlukan kerja sama penyertaan modal sebagai alternatif pembiayaan
yang sering digunakan pelaku ‘ekonomi. Sehubungan dengan hal itu
pemerintah wajib melaksankan upaya tersebut walaupun terkendala dengan
keterbatasan anggaran yang tersedia, maka perjanjian keja sama BOT
diharapkan dapat menjadi salah satu soulusi pembiayan yang tepat.

BOT adalah konsep pembiayaan biasanya diterapkan proyek
pemerintah berskala besar yang dalam studi kelayakan pengadaan bé.rang
dan peralatan, pembiayaan dan pembangunan serta pengoperasiannya,
sekaligus juga penerimaan atau pendapatan yang timbul darinya diserahkan
kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu diberi hak untuk
mengoperasikan, memeliharanya serta untuk mengambil manfaat
ekonominya guna menutup sebagai ganti biaya pembangunan proyek yang

bersangkutan dan memperoleh keuntungan yang diharapkan,
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Wahyu Kuncoro (2006) berpendapat:

Dalam praktik hukum konstruksi dikenal beberapa model
kerja sama selain BOT agreement seperti BOOT (build
own, operate and transfer) dan ataun BLT (build, lease and
transfer). Sistem bangun guna serah atau yang lazimnya
disebut BOT agreement adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak,
di mana pihak yang satu menyerahkan penggunaan tanah
miliknya untuk di atasnya didirikan suatu bangunan komersial
oleh pihak kedua (investor), dan pihak kedua tersebut berhak
mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untuk
jangka waktu tertentu dengan memberikan kontribusi (atau
tanpa kontribusi) kepada pemilik tanah, dan pihak  kedua
wajib mengembalikan tanah beserta bangunan, komersial di
atasnya dalam keadaan dapat dan siap dioperasionalkan
kepada pemilik tanah setelah jangka waktu operasional tersebut
berakhir.

Berdasarkan pengertian sebagaimana ~dimaksud di atas maka
unsur-unsur perjanjian BOT atau BOT agreement, adalah
a. Investor (penyandang dana)
b. Tanah
c. Bangunan komersial
d. Jangka waktu operasional
e. Penyerahan (transfer)

Menurut United Nations Industrial Development
Organizations(UNIDQ) 1996, tentang Guidelines For Infrastructure
Development Trought BOT (Viena Publication). Ada 3 pihak utama
yang berperan dalam proyek BOT yakni :

a. Host Government
Pemerintah setempat yang mempunyai kepentingan dalam
pengadaan proyek tersebut (legislative, regulatory,
administratif} yang mendukung project company dari
awal hingga akhir pengadaan project tersebut. Umumnya

didampingi oleh penasehat hukum, technical, dan financial.
b. Project Company
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Konsorsium dan  beberapa perusahaan swasta yang
membentuk proyek baru. Perannya adalah membangun dan
mengoperasikan proyek tersebut dalam konsesi kemudian
mentransfer proyek tersebut kepada Host Government.
Sebelumnya Project company mengajukan proposal,
menyiapkan studi kelayakan dan menyerahkan penawaran
proyek

c. Sponsor
Yaitu yang berperan dalam hal pembiayaan dalam
pengadaan proyek tersebut. Digambarkan pada skema berikut
ini :
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Skema. 2.1 Pihak-Pihak yang berperan dalam Proyek BOT Versi UNIDO 1996

Host Goverment Technical
Financial And
Legal Advisor
Project Agreement
Goverment Special Contruction Contractor
Agency Agreement Contract
Project Company
Lenders Loan Supply Supplier
Agreement Contract
Operation and
Insurance Insurance Maintenance
Policies Contract | Operator
Share Holders
Agreement
Sponsor
Investor

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




040684.pdf

Sumber : United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO)
1996, tentang Guidelines For Infrastructure Development
Trought BOT (Viena Publication).

Adapun penjelasan pihak-pihak yang berperan dalam proyek BOT
Verst UNIDO 1996 didalam Proyek BOT di Kota Pangkalpinang adalah
sebagai berikut :

a. Host Goverment dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang.

b. Technical Financial And Legal Advisor adalah DPPKAD, Dinas PU
dan Bagian Hukum Sekretariat Kota Pangkalpinang.

c. Goverment Agency, Special Agreement, Contruction  Contrac dan
Contractor di Kota Pangkalpinang tergabung menjadi satu yakni
Project Agreement yang menghasilkan sati Perjanjian dalam bentuk
perjanjian kerjasama pembangunan Pasar Atrium antara Pemerintah Kota
Pangkalpinang Direktur PT. Trsa, Jaya Iwanata Utama Nomor:
11/Perjanjian/HK/2008 an Nomor: KP025/35A/VI11/2008 dan perjanjian
ini berakhir sampai dengan 5 Juli 2038, untuk Pembangunan BTC
dilakukan Pgrjanjian Kerjasama antara Pemkot Pangkalpinang yang
diwakili oleh-Walikota Pangkalpinang dengan Direktur PT. Pasar Pinang
Jaya dengan nomor | 07/PKS/Huk/1/2069 dan Surat nomor
025/PPJ/II/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tentang Pembangunan dan
Pengelclaan Bangka Trade Centre (BTC) Pangkalpinang.

d. Project Company adalah PT.Trisa Jaya Iwanata dan PT. Pasar Pinang
Jaya.

e. Landers adapun pemilik lahan yang termasuk dalam BOT adalah
Pemerintah Kota Pangkalpinang.

[ Loan Agreement tergabung dalam Project Agreement.
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g Contruction Contrat, Contractor, Suplay Contract, supllier, Qperation

and Maintenance contrac serta operator adalah PT Trisa Jaya Iwanata

dan PT. Pasar Pinang Jaya.

h. Insurace, Insurance Policies tidak tercantum dalam kontrak.

Selain itu konsep lain disampaikan oleh Delmon (2000:156)

membagi pihak-pihak dalam BOT :

Skema. 2.2

Pihak-Pihak yang berperan dalam Proyek BOT Versi Jeffrey Delmon

Share

Landers Holders Grantor

Operator Project

Company
Confruction input
Contractor Supoiier
Sumber : Jeffrey Deimon (2000:156)
a. Lenders
Merupakan sebuah badan yang memberikan pinjaman

pembiayaan dalam sebuah proyek. Seperti perjanjian antara
bank dengan pihak swasta. Dalam hal ini tidak ada kaitannya
dengan konstruksi.

b. Grantor dan Host Goverment
BOT disim adalah konirak vang diadakan pada ketetapan
sebuah konsest oleh Pemerintah Daerah atau perwakilan
yang ditunjuk Pemerintah atau pihak yang membuat
peraturan. Gramtor adalah pihak yang bertanggung jawab
kepada hubungan antara proyek dan Pemerintah setempat.
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Seperti perlindungan dari nasionalisasi, perubahan hukum dan
perubahan nilai mata uang.
¢. Project Company
Bertugas merancang sarana khusus untuk menggunakan
kontrak dari grantor untuk mendesain, mengkonstuksi,
mengoperasikan dan mentransfer.
d. Share Holders
Perusahaan yang khusus menangani tugas yang dibutuhkan
dalam perjanjian konsesi.
e. Construction Contractor
Kontrak konstruksi akan mengadakan perjanjian dengan
project company yaitu untuk menjalankan proyek.
f Offtake Purchaser
Dalam rangka pengalihan risiko dari project company dan
lenders dapat dibuat sebuah perjanjian dengan’ pembeli
(purchaser) untuk menggunakan proyek dan segala vang dapat
menghasilkan.
g. Input Supplier
Bagian dart project company untuk suplai kebutuhan proyek
seperti bahan bangunan Jadi terdapat beberapa jenis perjanjian
yang terkait didalamnya : -
a. Kontrak konsesi sebagai dasar
b. Kontrak kontraktor
c.  Share holder agreement
d. Supply agreement
e. Operational agreement
f. Offtake agreement yaitu kontrak antara user dan promotor.
Perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan satu sama lain
dalam sebuah proyek. Sehingga dari satu proyek akan
terkait® beberapa unsur di dalamnya, yang akan
digambarkannya dalam skema berikut.

Berdasarkan unsur yang terkandung dalam perjaﬁjian sistem BOT
maka pada dasarnya ada pemisahan yang tegas antara Pemilik (yang
menguasai tanah) dengan Invesior (penyandang dana). Adapun diantara 2
skema diatas skema 2.1 yang dipakai Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Pemisahan yang tegas terkait hak dan kewajiban para pihak. Kontrak
tersebut harus tegas menyatakan semua hal yang berkaitan dengan

waktu  pembangunan, pengelolaan, pengoperasian dan penyerahan

nantinya, Obyek dalam perjanjian BOT kurang lebih :
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a. Bidang usaha yang memerlukan suatu bangunan {(dengan atau tanpa
teknologt tertentu) yang merupakan komponen utama dalam usaha
tersebut disebut sebagai bangunan komersial.

b. Bangunan komersial tersebut dapat dioperasikan dalam jangka
waktu relafif lama, untuk tujuan :

a) Pembangunan prasarana umum, seperti jalan tol, pembangkit listrik,
sistem telekomunikasi, pelabuhan peti kemas dan sebagainya.

b) Pembangunan propertt seperti pusat perbelanjaan, hotel, apariemen
dan sebagainya.

¢) Pembangunan prasarana produksi, seperti pembangunan pabrik
untuk menghasitkan produk tertentu.

Perjanjian sistem BOT terjadi dalam hal :

a. Ada pemilik tanah atau pihak yang mienguasai tanah, ingin membangun
suatu bangunan komersial di atas tanahnya tetapi tidak mempunyai biaya,
dan ada investor yang bersedia membiayal pembangunan tersebut.

b. Ada investor yang ingin membangun suatu bangunan komersial tetapi
tidak mempunyai tanah yang tepat untuk berdirtnya bangunan komersial
tersebut, dan ada pemilik tanah yang bersedia menyerahkan tanahnya
untuk tempat berdirinya bangunan komersial tersebut.

¢. Investor membangun suatu bangunan komerstal di atas tanah milik pihak
lain, dan  setelah pembangunan selesai invesfor  berhak
mengoperasionalkannya untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka
waktu operasional, pihak pemilik tanah berhak atas bagi hasi dengan

jumlah tertentu.
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d. Setelah jangka waktu operasional berakhir, investor wajib
mengembalikan tanah kepada pemiliknya beserta bangunan komersial

di atasnya.

Perjanjian BOT dibagi dalam 3 tahap :

a. Tahap pembangunan
Pihak pertama menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk
dibangun.

b. Tahap operasional
Berfungsi mendapatkan penggantian biaya atas pembangunan dalam
jangka waktu tertentu.

c. Tahap transfer.
Pihak keduamenyerahkan kepemilikan bangunan komersial kepada
pemilik tanah.

Kerja sama BOT ini merupakan kerja sama yang dilakukan dengan
menuangkannya ke dalam perjanjian sehingga secara otomatis asas yang
dianut mengacu pada asas-asas hukum perjanjian yaitu ketentuan buku
ketiga Kitab. Undang-undang Hukum Perdata.

Salah satu asas dari kerja sama ini adalah asas “saling
menguntungkan” atau simbiosis mutualisme, dalam hal ini dapat diartikan,
di mana semula pemilik lahan yang hanya memiliki lahan saja maka setelah
adanya kerja sama ini maka suatu saat akan mendapatkan bangunan.
Begitu juga /nvestor dengan adanya kerja sama ini akan mendapatkan

keuntungan dari pengelolaannya.
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Penelitian terdahulu

Penelitian tentang BOT ini sebelumnya telah pernah ada salah
satunya yang telah disusun oleh sdr. Ima Oktorina tahun 2010 dengan judul
“Kajian tentang kerjasama pembiayaan dengan sistem BOT dalam
revitalisasi pasar tradisional (studi kasus pada pembangunan sentral, Pasar
Raya Padang). Perbedaan penelitian dari sdr. Ima dengan penelitian ini
adalah perbedaan sudut pandang, sdr. Ima dalam sudut pandang
kenotariatan sedangkan penelitian ini dalam sudut pandang ‘kebijakan
publik.

C. Definisi Konsep dan Operasional
1. Konsep

Revitalisasi disini adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu
kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi
kemudian mengalami. kemunduran/degradasi dalam hal ini Pasar
Atrium, Pasar BTC (Bangka Trade Center), dan Pasar Sembako, dan
skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro.

Proses. revitalisasi sebuah kawasan tidak hanya mencakup
perbaikan. fisik bangunan akan tetapi diharapkan juga  dapat
memberikan manfaat finansial dan manfaat ekonomis. Akan tetapi
Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan
potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokast dan citra tempat).

Imam C. (2008:79) mendefinisikan konseptual variabel adalah
penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas,

dan tegas.
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Sistem BOT agreement adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak,
di mana pihak yang satu dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang
menyerahkan penggunaan tanah miliknya berupa lahan eks Pasar Tapak
Kuda dan eks Pasar Pembangunan untuk di atasnya didirikan suatu
bangunan komersial menjadi Pasar Atrium, Pasar BTC dan Pasar
Sembako, oleh pthak kedua (investor), dan pihak kedua tersebut dalam
hal ini PT. Tnisa Jaya Iwanata dan PT. Pasar Pinang Raya berhak
mengoperasikan atau mengelola bangunan komersial untukjangka
waktu tertentu (30 Tahun) dengan memberikan kontribusi kepada
pemilik tanah (Pemkot Pangkalpinang, dan pihak kedua wajib
mengembalikan tanah beserta bangunan komersial di atasnya dalam
keadaan dapat dan siap dioperasionalkan kepada pemilik tanah setelah
jangka waktu operasional tersebut berakhir.
2. Operasional

Imam C. {2008:90) berpendapat :

Definisi Operasional variabel adalah penarikan batasan

yang.lebih menjelaskan cin-ciri spesifik yang lebih

substantive dari suatu konsep. Tujuannya: agar peneliti

dapat mencapai suatu alat ukur yang yang sesuai dengan

hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka

peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat

ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau

variabel yang ditelitinya.

Berdasarkan teori diatas maka wvariabel penelitian dapat
diartikan adalah setiap hal dalam suatu penelitian yang datanya ingin
diperoleh, dinamakan variabel karena nilai dari data tersebut beragam.
Selanjutnya dalam penelitian ini ditentukan variable operasioanalnya

adalah BOT. Adapun dalam operasionalnya, konsep BOT ini

ditentukan alat ukurnya ke dalam 3 aspek antara lain :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



048884.pdf

a. Aspek Hukum
- Perjanjian
- Dokumen-dokumen yang terkait

b. Aspek Ekonomis

Tenaga kerja

Monetary

Pajak

Multiflier effect
¢. Aspek Finansial

- Keuangan : Besaran Rupiah yang dihasilkan
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui
sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut Soerjono
(1986:6) berpendapat metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman
tentang tata cara seorang Imuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan
memahami lingkungan-lingkungan vang dihadapinya.

Suatu penulisan ilmiah atau tesis agar mempunyai nilai ilmiah,
maka perlu diperhatikan syarat-syarat . metode ilmiah. Oleh karena
penelitian merupakan suatu sarana pokok 'dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran
secara sistematis, metodologis dan _konsisten melalui proses penelitian
tersebut, perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah
dikumpulkan dan diolah” Selanjutnya Suprapto, (1984:46) berpendapat
bahwa penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang
dijatankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar,
hati-hati_serta sistematis. Selain itu agar penelitian dapat berjalan
sebagaimana mestinya maka diperlukan pendekatan, hal ini dimaksudkan
agar dengan pendekatan yang tepat dapat memperoleh fakta yang sebenarnya
sehingga dapat di tentukan permasalahnnya. Sehubungan dengan hal tersebut
maka Sumadi, {2005:170), menyatakan :

“Bahwa ada dua pendekatan untuk memperoleh kebenaran, yaitu

pertama pendekatan ilmiah, yang menuntut melakukan cara-cara
atau langkah-tangkah tertentu dengan perurutan tertentu agar

53
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dapat tercapai pengetahuan yang benar. Kedua, pendekatan non-
ilmiah, yang dilakukan berdasarkan prasangka, akal sehat,
intuisi, penemuan kebetulan dan coba-coba, dan pendapat otoritas
atau pemikiran kritis”.

Berdasarkan batasan-batasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan
bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-
cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari,
mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya)
berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah, -~ dalam
melaksanakan penelitian diperlukan:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis empiris. Yuridis © dalam hal penelitian im
dimaksudkan bahwa penelitian ini_ditinjau dari sudut hukum dan
peraturan perundang-undangan tertulis sebagai data sekunder.
Sedangkan pendekatan empirts digunakan untuk menganalisa
hukum  bukan  semata-mata sebagal seperangkat aturan
perundang~undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi
hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan
berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik,
ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis sosiologis menggunakan metode
pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma yang
berlaku atau ketentuan hukum positif dengan mengaitkan
implementasinya di lapangan, Metode penelitian yang akan

digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dan Pendekatan
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Metode Gabungan (Mixed Methods Research) berdasarkan kondisi
eksisting dan perangkat kebijakan maupun peraturan perundang-
undangan dan hukum mengenai perjanjian.
2. Spesifikasi Penelifian

Soemitro, R H (1990:97-98) menyebutkan bahwa Spesifikasi dalam
penelitian termasuk deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum
dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut

di atas. Ciri-cini penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitik

sebagaimana dikemukakan Sumarjan dan Surachmad, (1997:95) adalah

sebagai berikut :

a. Memusatkan diri pada analisis masalah-masalah yang ada pada masa
sekarang, pada masalah yang aktual,

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian
dianalisa. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu deskripsi
dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah terhadap
fenomena tersebut.

3. Sumber dan Jenis Data
Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data
yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang
berhubungan dengan penelitian ini, di sini penulis yang menggunakan
data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara

sebagai berikut :
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a. Data Primer
Data primer, merupakan data yang diperoleh melalui studi
lapangan. Data primer meliputi data perilaku terapan dari ketentuan
normatif terhadap peristiwa hukum in concrefo, data hasil wawancara
langsung dengan narasumber mengenai data jumiazh pasar beserta
kontribusinya ke Pemkot Pangkalpinang. Penelitian langsung
dilakukan pada pihak terkait yaitu Pemerintah Kota Pangkalpinang
(Bappeda, DisPerindagKop & UMKM, DPPKAD) dan pihak investor
dalam hal ini PT Trisa Jaya Iwanata dan PT. Pasar Pinang Jaya.
b. Data Sekunder
Data sekunder, pada dasarnya adalah data normatif terutama
yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder
atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-
teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang
berhubungan erat ~dengan pokok permasalahan. Selain studi
kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi
dokumen. yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan
melalui perpustakaan umum.
Data hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum
yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat
membantu dalam proses penelitian yang dilakukan, antara lain :
a) Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman

Modal Dalam Negeri
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b) Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal

¢) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (pasal 62)

e} Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006  tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah

f) Peraturan Menteni Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994
tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang
Milik /Kekayaan Negara.

g) Peraturan Menteri (| Kevangan Nomor 96/KMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara.

h} Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/kmk.04/1995
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Pihak-
Pihak Yang Melakukan Kerja sama Bangun Guna Serah.

2)/Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan
hukum primer bahkan dapat membantu menganalisa dan
memahami bahan hukum primer yaitu hasil penelitian, teon-teori

dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
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3) Bahan Hukum Tertier
Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder seperti
kamus dan lain-lain.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau
seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang ™ zkan
diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang
terkait (Bappeda, DisPerindagKop & UMKM, DPPKAD, PT Trisa
Jaya Iwanata dan PT. Pasar Pinang . Jaya) untuk pelaksaaan
pembangunan fasilitas umum dengan  cara BOT di Kota
Pangkalpinang. Adapun dalam tesis initerdapat 3 pasar yang menjadi
objek pembiayaan melaiui BOT yaitu Pasar Atrium, Pasar Sembako
dan BTC. Selanjutnya Qleh karena itu dengan menggunakan populasi
tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan
tesis ini.
2. Sampel
Penarikan sample merupakan suatu proses dalam memilih
suatu bagian dari suvatu populasi yang berguna untuk menentukan
bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Selanjutnya untuk
memilih sample yang representative diperlukan teknik sampling,
Dalam penelitian ini, teknik penartkan sample yang dipergunakan oleh
penulis adalah teknik purposive-non random sampling, maksud

digunakan teknik agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai
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dengan tujuan penelitian. Selanjutnya untuk sample di Bappeda
diambil 3 orang, sedangkan DPPKAD, DisPerindagKop & UMKM,
PT.Trisa Jaya Iwanata dan PT. Pasar Pinang Jaya masing-masing
diambil 1 orang, sehingga jumlah sample yang di ambil berjumlah 7
orang. Khusus Bappeda penulis mengambil 3 sample dikarenakan
Bappeda merupakan leading sector dalam perencanaan konsep BOT.
C. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian mengandung arti, instrumen itu merupakan-alat
yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan penelitian memiliki arti
pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data secara sistematis dan objektif, dengan masing-masing
pengertian kata tersebut di atas maka instrumen penelitian adalah semua alat
yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu
masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-
data secara sistematis serta-objektif dengan tujuan memecahkan suatu
persoalan atan menguji suatu hipotests, jadi semua alat yang bisa mendukung
suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian. Berdasarkan uraian di atas
dalam penelitian ini ditentukan instrumen penelitian yang terdiri dari surat-
surat perjanjian.
D. Prosedur Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data primer atau data yang diperoleh dari obyek
yang diteliti tersebut penulis menggunakan metode :
1. Wawancara/interview, dengan cara memperoleh informasi dengan cara
bertanya langsung pada yang diwawancarai. /nterview yang digunakan

dalam penelitian iml adalah inferview bebas terpimpin, yaitu dengan
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mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman,
tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai
dengan situasi wawancara yang berlangsung akan tetapi pertanyaan disini
bukan merupakan kuisioner karena pertanyaan hanya meliputi aspek
Hukum (Perjanjian), Finansial (kontribusi), Aspek Ekonomis (multiffier
efek), Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

a. Bappeda Kota Pangkalpinang khususnya Bidang Tata Ruang dan Bidan

Ekonomi.

b. DPPKAD Kota Pangkalpinang
c¢. DisPerindagkop dan UKM.
d. Pimpinan dan Staf PT. Trisa Jaya Iwanata dan PT. Pasar Pinané Jaya.

2. Studi dokumen yaitu pelaksanaan pengumpulan data dari bahan-
bahan tertulis vang dihasilkan oleh peristiwa hukum dari lapangan, seperti
kontrak perjanjian, data situs Internet serta data sekunder berupa studi
dokumen pada instansi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

E. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari Ihasil penelitian disusun secara sistematis
kemudian dianalisis dengan menggunakan Pendekatan Metode Gabungan
(Mixed Methods Research).

Sedangkan Penelitian gabungan, atau lebih dikenal dengan istilah
multimetodologi dalam operations research, merupakan pendekatan
penelitian yang memadukan penjaringan dan analisis data kuantitatif dan
kualitatif. Pendekatan ini cenderung didasarkan pada paradigma pragmatik
(seperti orientasi konsekuensi, orientasi masalah, dan pluralistik). Pendekatan

metode gabungan dibedakan ke dalam dua bentuk: penelitian metode
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gabungan (mixed method research) dan penelitian model gabungan (mixed
model research), dalam penelitian metode gabungan peneliti menggunakan
strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuanfatif pada tahapan lain,
atau sebaliknya, sebagai contoh, seorang peneliti melakukan eksperimen
(kuantitatif) dan setelah itu melakukan wawancara terhadap partisipan
mengenai pandangan mereka terhadap eksperimen tersbut dan mencari tahu
apakah mereka setuju dengan hasilnya. Dalam penelitian model gabungan
peneliti memadukan strategi kuamtitatif dan kualitatif dalam satu atau-dua
tahapz;n yang sama. Sebagai contoh, peneliti dapat menjaring data kualitatif
yang kemudian dirubah menjadi data kuantitatif. |

Metode analisis data adalah suatu metode di mana data-data yang
diperoleh dari hasil penelitia_n dikelompokkan dan dipilih, kemudian
dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan
kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.
Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur
yang ada tersebut saling berinterakst secara simbolik, sehingga bisa
diperolen gambaran secara menyeluruh mengenai fakta-fakta, sifat—sifat
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Setelah analisis data selesai,
maka “hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan
menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari
hasil tersebut akan ditarik suvatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif  adalah suatu metode yang berhubungan dengan
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permasalahan yang diteliti dari peraturan- peraturan atau prinsip-prinsip

umum menuju penulisan yang bersifat khusus.
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BABIV
TEMUAN DAN PEMBAHBASAN

A. Timjsuan Umum
1. Gambaran Umum Ekonomi Pangkalpinang
a. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam menentukan keberhasilan kinesria ekomomi daersh
maks yang menjadi salsh satu tolsk ukurnya sdalah Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB dilskukan
dengan menggunskan pendekstan prodksi,  ysitu bessrnya
produksi dari berbagai sekfor selsma satu tshun. PDRB Kota
pangkalpinang ates dasar harga berlaku dalam kurun waltu 4 tshun
terakhir mengalami peningkatanyang sigmifikam, yaitu pada tahun
2003 hanya sebesar Rp. 1.288.727.000 menjadi Rp. 1.936.031.940
di tabun 2006 atav naik sebesar 50,23 persen (sumber Bappoda
Kaupamvimgnermmgmpmmw.wm
memamikan unsur tingkat inflasi ini secars il harus
diperbandingken dengan kenaikan laju inflasi socars tahunan.

b.. Pengeluaran Pemerintah Daerah
| Dalam ksitannya dengan keuangsn daersh, selama bsberapa
diyakini mampu berlsku sebagsi stimmius tumbub dan
Kota Pangkalpinang scbessr Rp.178.868.764.000 meningkat pesat

63
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roenarik minat investor untuk melakuksn peasseman modsl di
daerahnys, telah dilakukan berbagai usaha termasuk promosi tentang
Perkembangan terakbir tofihat pembangunan fisk yaeg kien marsk
dilskuksn, menggambarkan  keberhasilan  Pomsesiotah  Kota
bermunculen pusst-pusst perbelenjasn yang merupeken hasil kerje
investor dalam negeri. . )
Pembangunan fisik berupa gedung, hotel, puset parbelssjasa,
Teriebih lagi apa bils Pemerintah memiliki ketovbutasan dana diri
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrsh (APBD) bakan tidak
disnggarkan, di sisi lain dderah mempunysi potensi berups lshan-
3. Prinsip Penatsan Pasar Tradisional | |
Berdasarian informasi dati Kepala Bappeds Kot Pasghalpinang
sebagai berikut :
a. Mengurangi kepadatan bangunan/kios
" b. Menghilangknn kesan kummub kawasan sembako
d. Mangurangi sreal gensngan air
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Meajawab permasalshan kekurangan dana, pemerintsh dalam hal
ini Pemerintah Kota me cenderung menjalin kerja sama
- menggunakan sistem W untuk membiayai pembangunan sarana dan
investor dalam memilih bentuk kerja ssma ini, dikarenakan mereka
melibat potensi yang ada di Kota Pangkalpinang, yang dapat
- Mercka menganggap kerja sama dengan sistem BOT, sebagai
solusi untuk melskukan perjanjian yang saling menguntungkan karena
sebagai pemilik . mdﬂ mereka tidak memiliki lghan sebagai salsh
satu faktor pemting untuk dikembangkan dalam usaha. Selain itu untuk
Pembangaunan menjadi BYC, Pasar Tapsk Kuda menjadi Pasar Atrium dan
© - Peser Sembako maks seluruh pétsk kios yang terdapat di lokasi terscbut
 tidek ngi menjadi baginn dari pendapatan retribusi, tetapi pendapstan atau
e peverimasnnys menfadi kontribusi yang aksn diberikan oleh pihak
B. Aualisis Hasil Penelitian
1. Hak dan kewajibsm para pihak dari sisi aspek hulmm dalam
dilakukan antara Mah Kota Pangkalpinang dengan. PT. Triss
Jaya Iwassia usuk merevitalisssi Passr Tepsk Kuds Kot
Pangkalpinang yang kemudian dinamakan Pasar Atrium ~dan Pasar
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Sembako. Sedsngkan untuk BTC perjanjian kerjasama dilakakan antara
Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT. Pasar Pinang Jaya. Sama
halnya dengan beberapa kerja sams investasi lainya, kerjs sama ini
dari PT. Triss Jays Iwanata maupun PT. Pasar Pinang Jaya yang
bergerak di bidang Pembangunan dan Pengembangan (developer) juga
tertarik untuk menanamkan modainya di atas lshan strstegis milik
Adapun kerjasams Pemerintah Kota Pangkalpinang dengsn PT
Trisa Jaya Iwansta, dalam merevitalisasi Pasar Atrium msupun Pasar
Sembako terwujud dalam Surat Perjanjian Kerja_ saraa tertanggal S
(lima) Juli tahun 2008 Nomor : 11/Perjanjias/Hi/2008 dan nomor
KP025/35A/VII/2008 (untuk Pasar Atrium), Selanjutnya pada tanggal 9
Oktober 2009 dan No: 28/PKS/HUK/X/2009 serta No: 168/38A/X/2009
untuk Pasar Sembako. Mengenai pihak-pihak yang terfibat didalam
perjanjian tersebut adalab Pihak Kota Pangkalpineng diwakili oleh
Zulkamain Karim selaku’ Wali Kots Pangkalpinang, dan PT. Triss Jaya
Iwansta diwakili oleh Erwin Sugianto selaku Direktor Utama PT. Trisa
revitalisesi Pasar Tapak Kuda Kota dan Pasar Sembsko Pangkalpinang.
Sefain itu dilakukan juga perjanjian antara Pemkot Pangkaipinang yang
diwakili och Walikota Pangkalpinang H. Zulksrmsin Karim dengan
Direktor PT. Pasar Pinang Jays sdr. Thomas Japri dengan nomor :
O7/PKS/Huk/HI/2009 dan Surat nomor : 028/PPIIE/2009 tertanggel 10
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Selanjutnys berdasarkan informasi dari kepals Bappeda Kota
Pangkalpinang melsli Kasubbid Ekonomi yaitu sdr. Jubsini,
untuk melakukan kerjs sama BOT yangakan becjslan selama 30 tahun.
Pihak investor akan mendirikan bangunan berupa pusat perbelanjasn
dan fasilitas  lainnys, kemudian  aksa mgsoh atay
mendayagunakannya selama rentang waktu 30 tahun. Selama jangka
waktu terssbut pihak PT. Trisa Jaya Iwanata seiaku investor Pasar
Atrium dan Pasar Sembako serta PT. Pasar Pinang Jaya selsku
investor BTC akan mendapat keuntungan melalui pendayagunsan
gedung tersebut, Sctelah jangka waktu 30" tahun berakhir tansh  dan
bangunan tersebut akan dikembalikan 'secara utuh kepada Pemerintzh
Kota Pangkalpinang.

Dengan adanya perjanjian secars tertulis dalam bentuk surat
mengatur Hak den Kewajiban maka masing — mesing pihak memiliki
daser bukum yang mengikat. Sistem kerja sams ini, pihak pemegang
eksklusif kepeda pibak Investor untuk membangun, memiliki dan
dibangun, namun terbatas selama jangka waktu tertenty yang telah
dipesjanjikan dalam perjanjian diantara merekn, mesurut kesepakatannya
3G tahum. Tmmmmhkmumhdmmmm
tanah kepada investor untuk sementara wakiu.
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Kerja sama ini merupsian hubungan hukum yang lahir dari
peciasian oleh karens ity harus tunduk pada ketentian Kitab Undang-
Undang Hukum Perdats terutama pads Buku Il Beb 2 tentang Perikatan
perjanjian terdapat asas-asas perjanjian, di mana setisp perjanjian
dilaskukan harus berlandsskan pada asas tersebut terutama  asas
dinyatakan dalam syarat-syarat perjanjian di dalam passl 1320 kitab
suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

investasi dengan sistem BOT nfuk pembangunan pusat Perbelanjaan di
Kots Pangkaipinang yang dinamakan Pasar Atrium dan Pasar Sembako
(PT.Trisa Jaya Fwanata) serta BTC (PT. Pasar Pinang Jaya), Selanjutoya
di dalém kerjs sama ini kesepakatan terjadi peds sest ditands
tanganinya surst perjanjian oleh para pihsk. Setelah terjadi kesepakatan,
ini berarti telah timbul hak dan kewsjiban bagi kedus belsh pibak
dsn kefus belsh pilak harus mesjelankan hek den kewsjiban
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah Kecakapan bertindak
mmwmmwmmwmw
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Wali Kota Pangkalpineng Zulkarnain Karim dengan PT.Trisa Jaya
Twanats yang diwakili oleh Direktur Utsms Erwin Sugiamto serta
Pinang Jaya yang diwakili oleh Thomas Japri telsh memenuhi
kewensngan mewakili perusshsan merupakan ketetspsn. Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumsh Tanggs Perusshass.

c. Perikatan tersebut harus mengenai suatu hal ferteatu. Suatu hal tectenty
dapat dikatakan prestasi dalam melakukan perjsnjisn kesjs sama ini.
Apa sajs yang dipesjanjikan dalam kerja sama ini berupa hak-hak dan
kewjiban dari kedua belsh piak yang dituangkan dalam pecjenjian.
Maka prestasi yang harus dipenubi dari pejanjian kerja sama ini
adslah Revitalisssi mrwmmrm.mmm-
Sembako di. Kota Pangkalpinang oleh pihak PT.Trisa Jays Iwanata ,
seria BTC oleh PT. Pasar Pinang Jaya berups pecbengunan gedung
mendayagunakannys, dan sebaliknys kewajiban bagi Pemerintah
Kota untuk menyediskan lahan untuk itu.

d. Sustu sebsb yang halal, mengacu pada Kitsb Undang-usdaog Hukum
Perdata bshwa perjanjian yang dilakukan tidak boleh bertentsngan
berkontrak assl tidak dilarang oleh undang-undeng, ketertiban umum
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perjanjian kerjs sama antars Pemerintsh Kots Pangkalpinang dengan

PT.Trisa Jays Iwansta maupun antars Pemerintah Kots Pangkalpinang

dengan PT. Pasar Pineng Jaya ini dinyatakan telsh memeoubinys.

Adspun mengenai Hak dan Kewajiban adalah sebagai berikut :

sebagai berikut :

1) Berkewsjiban menerbitkan Surat Keputusas (SK) yang meaunjuk
Pihak PT. Trisa Jaya Iwansta untuk membangun ‘das mengelola
Pasar Awium dan Pasar Sembsko Pimgkalpinang. Serta

itkan Surat Keputusan (SK) ying menusjuk Pikak PT.
Pasar Pinang Jaya untuk membangun dan mengelola BTC.
Jays Iwansta dan PT. Pasar Pinang Jays) menyelessikan semua
persoslan yang fimbui dalam Pengeolaan Pasar Atrium, Sembako |
dan BIC.

3) Berkewajiban tepat waktu dalam pembayaran komtribusi sesusi

4) Berhak mendapatkan bagian dari pengeloissn Pasar Atrium
Pangkaipinang dan Pasar Sembsko masing-mesing scbeser
Rp.60.000.000,- (enam pulub juts rupish) pertabun deagan
sebesar Rp. 300.000.000,- (tigs ratus juts) pertabun dan ditsmbeh
jass pengelolaan dari PT. Pasar Pinang Jays sehesar 15% pertabun
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dari hasil pendapatan bersih dalam pengsiolan gedung BTC.

5) Berhak mengawasi, mengontrol dan memberikan petunjuk serts
Sembako dan BTC Pangkalpinang.

Pibak Kodua mempunyai hak dan kewajiban sebagsi berikut :
1) Bahwa Pihak Investor setuju dalam kerjesama ini memberikan
kontribusi kepada Pihak Kesatu bagian dari pengelolaan Pasar
Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupish) pertshom dengan
penambshan 2% pertalm, sedsngkan koatribusi deri BTC
nilainya lebih besar dari dua pasar BOT lsinniys. Pihak Pemetintah
Rp. 300.000.000,- (tiga rafus juta) pertshun dan ditambah jass
pengdohaﬂduiP’r.PamPinansIayns_ebmi'S%Mmdnﬂ
hasil pendapatad bersiki dalam pengeloten gedurg BTC.
2) Beskewnjiben _ mengelols Pasar Atrium Pangkalpinang secera
profesional dan bertanggungiswab atas baoguman, swrans dan
represeniciif.
Jangke Waktu

Jangks wakiu perjanjian pengelolasn Pasar Atrium, Sembsko dan
BTCWMMMM)MW(@M)M‘
scherusoys sk perks di camumkan karens keta-kats “Depet”
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mengandung banyak arti, kalsu kita bayangksn dengan usis bangunan

yang telah mencapai 30 tahun, tentu kondisinya tidskiah sempurna lagi

Tata Cara Pembaysran Kontribusi

2. Pihak Kodus membayar kontribusi atss Pengelolsan Pasar Atrium,
Sembako dan BTC Pangkalpinang kepada Pihak Kesatu scbesar yang
telsh disopakati dan dibayarkan secara tshuman solains’ masa
pengelolasn Pasar yaitu 30 (tiga puluh tabun). Untuk pembsyaran
talun pertamadilaksanskan paling lambst i(hens)’ bulan sejak
ditandstanganinya pesjanjian kerjasama ini > .

b. Khusus Pasar Atrium dan Pasar Sembako Pembaysran untuk talun
selanjutnya dihitung dengan kenaikan sebeser 2(dua) persen pertabun
selama jangks wakiu pengelolsén. Besarnya penerimasan kontribusi
Pangkalpisang dan Pendapatan Asli Daersh (PAD), deogan teriebih

c.thymtdmbaihmﬁpﬂhtglsmhul(m)hulm'm
tanggal jatch tempo atsu paling lama setinp tanggal 5 juni tabwn
berjalan. |

Hubmmpmmxmpwmm

pertama dengan PT. Trisa Jays Iwanats dan PT. Pasar Pinang Jaya

scbagai pihak kedus telsh menimbulkan hak dan kewnjiban, Fisk dan
kewsjiban tersebut yitu kewsjiban bagi pikak ivesior umtok
melakukan pembsngunan dan pengembangan pusat perbelanjsan yang
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Kota Pangkslpinang untuk memfasilitasi sesuai dengan yang
diperjanjikan sehinggs perjanjian ini biss digolongken sebagai
perjanjian timbal balik dan saling menguntungkan atau dissbut jugs
hubungan simbiosis mutualisme.

Hak dan kewsjiban harus secara tegas dituangkan dalam
perjanjian ini sehingga dibarapkan tidsk menimbulkan multi tafsir.
Sehinggs hai-hal yang berkaitan waktu dan pelaksanaan perjanjian
pihak investor terhadap tanah tersebut tertuang jelas dalam surat
_perjanjian kerjasama. Penekanan terhadap -~ hal mobm-budunpak
pada kelancaran pelaksinaannya nanti, terutama yang berksitan
dengan pembagian keuntungan dari masing-masing pibak.

Berdasarkan Analisa isi masing — masing surat perjanjian sebagai
- scbuah bubungsn hukum yang terbentuk dalam perjanjian kerja sams
ini memang terdapat hak dan kewajiban akan tetapi isi dari surat
tersebut resanys kurang detail, adapun isi dari hak dan kewajiban yang
berikut:

Pihak pertama berkewsjiban:

a. Menjamin pihak kedus untuk mengosongksn areal lokasi
pihak kedua untuk membongkar bangunan dan segaia sesustu
yang sda di atasoya.

b. Menjamin bshwa lokasi tanah objek kerja sama sebagaimane yang
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dimsksud pads pasal ... yang dikerja samakan dengsn pihak ke
dua tidak dalam sitaan, perkara di pengadilan atsupun gugstan
pitak manapun serts fidak dalem agunan jaminen hutsng piiak
pestama.

c. Pihak pertams menjamin seluruh jalan dan fasilitas umum dari
kawasan Pasar Atrium tetsp berfungsi scbagaimana mestinya
dan tidek dikerja samakan dengan pihak manapun. Memfasilitasi
pihak  kedua dalam proses perizinan yang berksitan dengan
pelaksanaan kerja sama ini.

d. Memindabkan pedagang dari tempat lama ketempat baru
dibangun oleh pihak kedua yang merupakan bagian/hak pihak
pertama paling lama 1 (satu) bulan  setelah tamlm:m
dan segala komsckwensi akibat pemindshan terssbut menjadi
tanggung jawab pihak pertama, menjamin pedagang iama mendapat
petak toko pada bagian yang menjadi bagian pihsk pertama
dengan hargs sesuai negosiasi pihak pertama dengan para pihak
pedagang lama.

Pihak kedua berkewajiban :

a Membangun gedung pusst perbelanjaan dan gedung parkir serta

b. Untuk pembangunan sclambat-lambatnya diselessikan selama ...
bulan terhitung sejak tanggal penerbitan IMB..

¢. Menanggung seluruh bisya pembangunan gedung pusat perbefanjsan
dan gedung perkir serts fasilitas lainnys, biays tim monitoring,
biaya tim kerja sama lginnya, perizinan, surat pertanahan dan bisys
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d. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan perizinan lainnys
dan melsksanakan kajian lingkungan mematuhi undsog-undang
gangguan serta ketentuan yang berlaku.

e. Merawat, menjaga ketertiban, keamanan dan keberadaan serta
mengansuransikan bangunan gedung pusat perbelanjaan dan gedung
parkir selama bangunsn gedung dimaksud dibswah pengelolssn
pihak kedua.

f. Menyerahkan godung pusat perbelanjaan serta fasilitas lainnya
yang telsh dibangun dan hak pengelolaan kepada pihak pertama
pada sast berakhirnya jangka waktu pengelolean yang diberikan
kepada pihak kedua dengan maksud perjanjian kerja sama ini,
penyerahan tersebut harus dalam km baik, utuh, bebas
dengan segala hutang dan tuntutan pihsk manspun den bila ada
tagihanftuntutan maka-hal itu sepenubnys tanggung. jawab pihak
kedua.

g Mengupayskan ikatan kerja sama dengan pibak Bank guna
meribantis pedagang/pembeli untuk mendapatkan kepomilikan kios
dan modal usaha.

Sebagai perjenjian timbal balik, maka mmznn ini akan
menimbulkan hak dan kewajiban bag:kechu belsh pibsk kewajiban
 tercamtum. Kewajiban Pemerintsh Kota Pangkalpinang juga menjemin
tansh objek kerja sama tersebut bebas dari sitaan, perkars pengadilan
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perjasjian  mempunyai masalsh, perjanjien tidsk bisa dilakukan
karena tsnsh yang bersengketa akan menjadi pertimbengan dasar
hukum untuk tidsk dikeluarkan IMB (Tzin Mendisikan Bangunan).
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga diwajibkan uatuk mengatur
scgala hal yang berkaitan dengan pemindshan sementara pedagang-
mmwmmmmﬁmm ksanskan. Hal ini
menuntut haknys untuk mendapat toko di tempat yang beru nantinya.
jual beli untuk sementara di mmmmmmm
Atrium yang telah disediskan Pemeristah Kot Pangkalpinang.
Pedagang lama mendapet prioritas untuk mendspatkan petak toko
setelah selesainya pembangunan. Pelaksanaannya panti dalam hal harga
harus sesusi dengan negosiasi olch para pihak Hal ini menjadi
kewajiban Pemerintth-~Kota Pangkalpinang untuk menjamin
kelancarannya. |
jugh mempunysi kewajiban yang dituangkan dalem kiensuls perjanjian
terscbut, dalam penjabarannya hak PT. Triss Jaya Iwsnata maupun PT.
Pasar Pinang Jays ini tidak terlepas sebagsimana persnnya selsku
pusat perbelanjaan. Sesusi dengan pola perjanjian BOT, babwa pihak
investor akan membangun pusst perbelasjsan dan gedung parkis serta
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wawancars dengan Pihak Pemerintah Kota behwa

IMB untuk Pasar Atrium dikeluarkan tanggal 10 Juli 2008.
Setiap rumusan kisusula yang dinmmuskas akas dilsajutkan ke
dalam bestuk pelsksaraan perjanjisn. Pelsksanass perjesjian merupekan
oleh pihak-pilek supaya perjanjian ity memcapei sujusmays, dalam
"melaksanskan keja sama bangun guna sersh imi hasus didesarkan
a. Dilaksansken karens tidak adanya dana dalam APBD
b. Melalui tender minimal 5 peserta tender, pentinat didapati melalui dua
proses penunjukan langsung, |
c. Kesepakatan testuang dalsm sebuah perjanjian |
f Paling lams adalsh 30 tabun sejak ditandeiangani Seteish mas
g lzin mendiiksn bangunan harus stas nama Pemmerintsh - Republik
Indonesia.
Setiap kerja sama penanaman modal yang dilskukan di Kota -
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Pangkalpinang. dengan prosedur yang hampir sama, tak terkecuali dengan

kerja sama BOT dalam pembangunan Pasar Atrium, Sembako dan BTC

ini, Pada Umumnya secara sistematis pmsuﬁ;ﬁnytkmnm
penanaman modsl bagi calon investor diawali:

a. Adanya rencans pembangunan oleh Pemerintah Kots Pangkalpinang,
salah satunya berupa pembangunan fisik bertujusn untuk membangun
fasilitas yang dapat memudahkan masyarakst. Lahan yang dirssakan
memiliki nilai ekonomis dinilai strategis disinyalir dapat memberikan
tambahan pemasukan dserah jika dikembangkan.

b. Dilakukan penycbaran informasi yeng | bermjuan  umuk
memberitahukan kepada khalayak bahwasanya sken dilakukan sebuah
pembangunan oleh Pemerintsh Koia Pangkalpinang serts memberiksn
informasi kepada pihak-pihak yangingin menanamkan modainys pada
rencana pembangunan tersebist, Sesusi dengan kapasitas pembanguoan
yangﬁmduaksanakan tentunya harus dilakukan oleh investor yang
benar- benar telah " diseleksi jika banyak investor yang berminat
menanarikan modalnys.

c. Sclanjutoya dilakukan tahap penjelasan (astrwijzing) ysitu penjelasan
investor, pada sesi ini masing-masing pihek yang berkepestingan
dapat mengsjukan tanya jawsb dan di bustkan berita acars penjelasan.

d. Tahap pencarian calon investor yang tepat dilakukan dengsn
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mengisi formulir di Wmmmmmm

Kota Pangkalpinang, termasuk PT.Trisa Jaya Iwanata. Pesjanjian kecja

sama ini tejadi dengan adanya penawaran (aanbod, offer) oleh pihak

PT.Trisa Jaya Iwansta scbagai peserta dengan mengajukan proposal

tertulis ke Sekretariat Panitia Lelang Bangun Guns Sersh Kota

Pangkslpinang. Penawaren yang diajukan kepada pihsk Pemerintah

Kota Pangkalpinang tepstnya pada tanggal 29 Juni 2008 berisikan

tentang tawaran uﬂukmuwﬂahm?mmmmm

Penawaran maksudnya yaitu usul yang dxmjuhn kepads pihak

lain yang dibarapkan akan terjadi kesja sama, yang telah

akseptasi pihak lain yang akan melahirkan perjanjian. Proposal ysng
diajukan dipresentasiksn di hadapan Tim yang telah dibentuk oleh
pibak Pemerintah  Kota Pangkalpinang. Tim yang Terdiri dari

Bappeda, DPPKAD, Wop,mrmmmm_

Perhubungsn dan Dinas terkait lainnya bersama Akademisi untok

e. Sebagnilmghhaelanjutnyadilahﬂmnevghnimﬁ&wdcbi
calon investor yang tepat dengan melihat berbagai persyarstan yang
telah ditentukan berupa ;

1) Nilsi Terbanysk, maksudnys tswaran dari sisi finansial karena
sebagsi modal yang sangat penting dalam reacans pembangunan
tersebut.

2) Telah memenuhi syarat administrasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



046684 pdf

3) Dilskukannys studi kelayakan yaitu tentang pemshsman dan
perusahaan.

4) Kemampuan untuk memahami terhadap objek kerja sama
yang akan dilaksanskan Hal ini dirssskan ssngst penting
karena perjanjian itu akan direalisasikan dan kerja sams ini akan
mm |

5) Proses penerimsan penawaran  (awnarding,  accepiance)
berdasarkan Keputusan tim menyatakan PT. Trise Juya Iwansta
dan PT. Pasar Pinang Jaya layak dan diterima untuk mdnhm
kerja sama tersebut.

6) Tahap selanjutnya yaitu negosiasi untuk didepatian. persesusian
kmwmpm.umaudﬂmahhjmmm
proposal teknis, dilanjutkan negosisi tentang segala sesusty yang
kisusula perjanjian dengan membuat berits acara propossl teknis.

7) Negosiasi selanjutnya yaitu berkaitan dengan permasalaban
sesuatu yang berkaitan dengan itu.

8) Langkah berikutnya yaitu dari semua hasil negosissi yang teleh
flsksanakan dirunmskan ke dalam Kisusuls-bsusla perjsniien.
Untuik ito disusum kerangka TOR yang berisi antara lin
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3) Rencans umum bangunan termasuk snggaran.
b) Kewajiban pembayaran kepada Pemds pertahun.
¢) Jangka waktu penyerahan bangunan serta fsilites yang konikrit
d) Bagian dari bangunan dan fasilitas lsinnya yang dapat
dimanfastkan oleh Pemerinish Dacrsh sotelsh bangunan sisp
dipakei. |
e)mymmmm&m:m-
f) Hal-bat Isin yang mendukung kerja same
f. Prosedur selsnjutnys bahwa kerja sama ini mengguaskas aset Kota
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpiniang. Selsnjutnys perjasgian
Kota Pangkalpinang yang diwakili oleh Zulkarmein Kerim selsku
Walikota Pangkalpinang. dai Erwin Sugiesto selaky  Dircktur PT.
Trisa Jaya Iwanata. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pads
moggal 5 Juli ‘2008 dengsn Nomor Pecjamjian Nemor
Pennkot Pangkalpinang yang diwakili oeh Walikota Pangkaipioang 1.
Japri dengan somor : O7/PKS/Huk/NU2009 den Surst nomor :
025/PRI/HI/2009 tertanggal 10 Maret 2009 tontang Peabanguaan den
Pengelolasn Basgks Trade Ceutre (BTC) Panghaipimang Deagan

epakati isi perjangi

Pada sast pengoperasian Pasar Sembako, Pasar Atrium masupun
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BTC pihsk investor/pengembang wajib membuat areal parkir yang
memadai, akan tetapi yang terjadi sekarang walsupun sudal torsedia,
tetap saja parkir mobil dan motor menggunakan batws jalan, begitupun
dengan pedagang kaki lima tetap saja memasang tends ustuk berjuslan
seperti biass, henya memang jumish moreks tidek sebanyak
dibandingkan sebelum revitalisasi. Selain itu ads beberspe hal yang
ke Pemerintah Kota Pangkalpinang atauy mungkin sds “pembiaran” dari
aparst penegak Perda dalam hal ini Polisi Pamong Praja.

Fenomena ini terjadi tentulah bertolak belakang dari tujusn awal
dilaksanakannys revitalisasi pasar _tradisional, salsh  satunya
memperbaiki unsur estetiks. Selain itu anchnys nema Pasar Sembako,
akan tetapi yang menempati petak Ruko di Pasar tersebut tidak hanya
pedsgang sembako akan tétapi ada petak ruko yang berjusian alst-slat
pancing, toko besi mdupun ‘toko bahan bangunan, temtu sangat tidak
berhubungan dengan sembsko, apa mungkin passr ini seharusnys
dinamakan “Paser Ancka Ragam”.

Kuidakmﬁm.pmmmdmmmmjﬂm
didatamnya tentu terdengar sedikit lucu, jadi alangkah bsiknys, apabila
di Pasar Sembako ini memang dikhususkan/terbatas demgan pedagang
sembako. Selasjutzya apsbils tetap menggunakan nema Passr sembako
maka dibutuhkan pengaturan untuk penompstan petsk yang di bagi
kedslam jenis degangan, seperti untuk pedagang sembako di sebolsh
Utara dan pedagang lain di bagian lain.
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2. Tahapan pelaksansan BOT
Tahapan pelaksanasn BOT ini, terdiri dari tahap persispan, proses
kembali (¢ransfer). Hal ini akan dijelaskan scbagai berikut |
a. Tahap pembangunan gedung (Build).
ol pibak avestor daar (sat) taap skan tetapi itk seiep bagias
pembangusan di subkontrakan ke perusshaman lain. Adapin  tahap
1) Pengosongan Lahan
Proses pembsogunan (Build) diawali deagen pengosonges lahan
oleh Pihak kedua yaimPT.TrisaIaya'm dengnn jaminan oleh
Pemberian jamines it berups izin untuk memsbongksr bangunan dan
segala sesusiu yang berads di atasnya, umtuk  dibangun gedung
pusét perbelasjaan (Thade Center) dan geduag parkir secta fusilitas
mnmmmmmmwm
Pangkaipinang &i seputar jalan Pasr Attum das jaian Trom.
kembali ke tempat semuls karena mereks mendepatkan priocitas
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2) Peiaksansan teknis pembangunan. Semua hal yang berkaitan dengan

perencana, pelaksana dan pengawas merupakan hak dari pihak kedua

3) Tahap Penyelesaian. Proses pembangunsn berjslan sebagaimana
b. Proses pengeloisan atsu guna (Operation)

Kesja sama  dengan BOT merupakan kerjs sams yang bersifat
berlangsung selama 30 Tahun. Tahap pengelolasa (Operation) baru
berjalan pada tanggal mulai di restaikan 21 Februari 2009 yaitu para
tingkat hunianays. Pada lantai dasar 100 kios, pads Landai 1 terdiri
dari 100 kios yang masing-masing berukursn sckitar 3 x 2,8 m yang
bangunannya dibuat 2 (dua) lantai dimana lantsi ¥ untuk pedagang
sembako termasuk pedangang bumbu dapur dan lsotai I wntuk
produk tekstil, mmmmmmmmm
WC. Dari 200 kios yang dibangun, momwmk
‘untuk pedagang lama sekitar Rp 100 juta sedangkan pedsgang baru
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sekitar Rp 130 juts per unit.

Hak yang dimiliki oleh pemilik kios yaitu hak guna bengunan
selama 25 tabun bersertifikat yang dinamakan straws itle, sircsa title
merupakan hak kepemilikan bukan hak sewa. Selsin ity selama
jangks wakty tersebut pemilik sertifikat terssbut berhak secars penuh
terhadap kios bahkan mereks berhak untuk menjual das mesyewakan
kepads pihek lsin. Keuntungan yang ditwime Pemerintsh Kota
Pangkalpinang inang berups royalti sebesar Rp.60.000.000,- (edem puluh
juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 2% (persem) per tamn Dari
perjanjian terutama dalam pasal 4 menystakan hak Pemerintsh Koia
Pangkalpinang menerima hasil dan manfaat gedung Pasar Atrium, hal
sedangkan untuk BTC sebesar Rp:300.000.000,- juta pertabun belum
termasuk 15% dari hasil pendapatan bersih pengelolsan gedung BTC..
Pangkalpinang yang di wakili oleh Kasubit Ekonomi sebagai
perjajian timbal balik yang dilakukan melshirkan hek dan kewsjiban.
Sejsub ini dapet digambarkan secars umum peisksasean perjasjisn
berjalannya perjanjian yang telah disepakati Selesjutnys dalam
pelsksanaan tidsk terlepas dari kendula-kendala dan mercka
memperbaiki "iﬁpaiaﬁimmmm

c. Tahap penyershan kembali (Transfer)
Batas wakiu perjanjisn BOT tidak ditenmken secars beku di
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dalam ketentuan Undang-undang mengacu pada ketentusn agraria
tentang penggunaan hak guna bangunan atan hak peksi meksimal 30
talun. Perjanjian ini dihitung sejek penandstangsnan Surat Perjanjian
Kerja Sama ysitu sejak tanggal S Juli 2008 hingga ssat ini baru
berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun. Sesusi dengan perjanjian batrwa
setclah 30 tahun maka perjanjian berakhir dan lshan kembali (transfer)
perjanjisn atsu dikelols sendiri dengan status hek milik Pemexintah
Kota Pangkalpinang. Dari proses yang dijalani simpai saat ini dapat
3. Kendala dalam kerja sama pensnawmsn modsl dengan sistem
mmmwmmmmﬁm
Setiap kerja sama yang dilakiukan pasti terdapat kendals-kendala
baik dalam proses terjadinya perjanjian hingga peisksanaannya. Kendala
bisa berasal dari_ dslam stsupun lvar perjanjian, hal itu akan
diperhatikan dalam kerja sama BOT ini, tidsk hanys mefihat pada
pertimbangan ekonomi saja, melginkan faktor politik, sosis! dan budaya
masyarakat setempat dan hal-hal lain yang skan ssagat mempengaruhi
proses pelakssnsan ketja same ini. Fm-mmmw
mmammm;mmmm
begitupun ysng mengatur tentang kerje sama pMmdm
Peratursn Presiden No. 80 talun 2003 yang telsh dirubeh dengan
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Perpres 54 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa dan

beberapa ketentuan hukum lsinnya yang menyinggung sedikit tentang

peneliti baik dari pihak Pemerintah Kota Psngkalpinang atsupun pihak
menghwmbat proses terjedinya perjanjian dan dalam peisksanasn
pihak selama ini ysita sebagai berikut :

8 Kendala yang menyangkut lamanys pesjenjian @ Secara umum
perjanjian ini memang saling menguntungkan, namun jangks waktu
perjanfian yang berlangsung I{ma yaris sstu generasi, dikhewatirkan
telah dibust. Begitupun dengan kondisi banguman tidak bise
selame 30 tabun lamanys, kendels ini dapst dibindari dengan
penetspan waktu yang pesti di dalam perjesjien sampai peds
dengan dengan asas konsensualisme dan asas kebebesan berkontrak.
Sebagai acusn perjanjian, dan segala sesuatu hal harus berdasarkan
persesusian kehendak dari kedus pihak. Pelaksanasn sistem kevja
sama BOT ini merupakan pengembsngan dari sustu hak sews uatok
bangunan pada scbuah iahsn. Berksitan dengen itu bukum pertanshen
kia yang memperkenankan sdanya perbedssn kepemilikan
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Pemerintah diberikan suatu surat bukti hak kepemilikan tansh
atas banguman agar lebih pasti dalam perlindungan hak pemilik
mmmmmmgmmhmmwm
dimanfaatken. Situasi demikian _bissanys pemerintsh daerah

b. Kendala menyangkut pengosongan lashan Kendals lain dalam
perjanjian ini yaitu dalam hal pengosongan lahan yang dilakukan
oleh pihak kedus. Kendala tersebut salah sstunys dajam memindah
kebijakan dari Walikota untuk menghapus hak dan menggamtikann
dengan pefigelolaan kios selama beberapa tahun sesusi dengan
jalan, Walsupun telsh dialihkan tetsp sajs menimbulksn kemacetan
konsekwensi tersendiri jiks membangun pusst pesbelanjasn di pusat
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Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dinss Pekerjsan Unuim,
c. Kendsla yang menyangkut pembagisn hasil, Teriamsbatnya proses
perscpsi tentang dimulainya pembagian hasil dari kedus belsh pihakc.
waktu yang pasti di dalam perjarian serta kedus belsh piak
merugikan salsh satu pihak manapun.
emmwmmmm:mmm
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f Kendala Social Risk. Dari sejumiah pedagang terutama yang berlokasi
di lantai 1 (satu) komveksi, sepi pengunjung terutams setelah Bangka
Trade Center (BTC) telah beroperasi. BTC ini jugs dibengun deagan
mmmwm&w@mmmmﬁ
dasar / pedagang sembako dan bumbu tetap ramai penguajung padahel
tak jauh dari Pasar Atrium juga telah dibangun Passr Sembeko deagan
pola pembiaysan yang sama, hal ini menjadi menwrik untuk’ di kaji
lebih lazjut mengenai dampak dari perstingen Revitalisasi Pasar yang
dari pelsksansan perjanjian juga ads _hal-hal lsin seperti perjanjian
kerja sama yang dilakukan sampai sast ini belum ada aturan pasti
yang mengatur tentang kerja sama dengan sistem BOT baik dalam
bentuk produk undang-undang ateupun persturan di bewahnya.

undang hukiim.perdata pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum

terjadi sengkets di dalam setiap kerjs sama dilakukan oleh pars
asas yang diasut dalam perjanjian kerja sama ini.

dengan jalan musyswarsh Nammn apabils tidak sslessi dengan jalur
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diselessikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk memempuh jalur
Pengadilen Negeri Panghaipinang sesusi dengan yang tercantum pada
kisusula kontrak kerja sama.

4. Maniaat dan dampak konsep kerja sama pessnaman medal demgan
pangkalpinang
menggiatkan kembali, dengan demikian diketabui baliwa tujuan dari
kerja sama ini adalah untuk menata kembali ataupun menggistkan

kembali agar pasar disekitar Pasar Tapak Kuda, Pasar Sembako dan
Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang lebih bagus deagan
membuatnya lebih tertib dan' teratur. Kota Pangkalpinang semwuls
dipeouhi oleh pedagadg-pedagang pakaian, tas, emas, elektronik dan
lain-lain yang terlibat tidak teratur dan semerawut. Adapun objek dan
ruang lingkup kerje sama ini dijelaskan dalem pasal 3, behwa kerja
Sembsko dan BTC yang berlokasi dipusat Kots Pangkalpinang.

Beberspa hal yang laysk dijsdikan pertimbengan dalam
memilih BOT:
a. Perjanjian ini tidsk membebani neraca pemerintah (Off Balanced-
Sheet Fincercing).

. Perjanjisn BOT merupakan tambahan sumber pembiaysan bagi
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proyek-proyek yang diprioritaskan (Additional financing sowrce for
priority project).
d. Pemerintah Dacrah mendapatkan tambahan fasilitas baru
¢. Upaya dalam mengalihkan risiko bagi kontruksi, pembiayssn dan
pengoperasian kepada sektor swasta.
telnologi asing.
8 Mendorong proses alih teknologi, khususnys begi kepentingan
negars berkembang.
begitupun kebijakan revitalisasi Pasar Tradisionsl Kots Pangkalpinang
dengan konsep BOT ditinjau dari sisi Aspek Ekosomis dan Finansial
adalah sebagai berikut :
a. Manfast BOT dari sisi aspek ekonomis
Keuntungan korisep BOT ini dari segi Exonomis adaish sebagai
" berikut : |
1) Diperolehnya fasilitas yang memadai dan operasional setolah
2) Terpenuhinya kebutuhan percepatan pembanguman dari sektor
Pﬂﬂwmhﬁusmembebﬁﬁwm
3) Pemerintah dserah memberikan sarana dan prassrans yang lebih
4) Baagunen hasil dari BOT merupakan salah satu-sset daersh yang
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5) Efesiensi anggaran senilsi + Rp.12.000.000.000.- (dua beias
milyar rupish) untuk pembangunan Pasar Atrium (senilai deagan
biaya pembangunsn Pasar Atrium Kois Pangkalpinssg). Dan
Sembako (Rp.11.858.800.000) dan BTC.

6) Multpflier Efect, sebagai salah satu contoh :

- Perusshan oto/anglutan/rental : Keinginan berbolanja sambil
berckreasi bagi sebagian orang, sast ini sudab menjadi
kebutuhan. Schingga Pasar yang menjanjikan tempat yang aman
dan nyamanlah yang menjadi tujuan, bal tersebut  dapat
memotivasi masyarakat baik yang berdomisili di Pangkalpinang
Perbelanjsan, hal ini tentu ' membutuhkan alat transportasi, dan
berpengarub tethadap jumlah cusiomer dan omaet, schingge
dibarapkan mampu membayar Pajek Kendarasn, mengganti
Suku Cadang dan bila pertu membuiuhkan sopir sewssan, nsh
kalau sudah menyangkut suku cadang tentu berlubungan
dengan ussba perbengkelan dan toko spare pars, yasg pada
peningiatan pendapatan perkspits sehinggs mensmbah PAD.
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- Ussha perbankan : Dengsn  meningketuya perputarsn
ekonomi tentu akan bermunculan Bask-Bank baik Bank
(kantor pusat/cabang), hal ini biss didapst dengan
membangun sendiri maupun sewa, maka dari itu keberadaan
pasar hasil revitalisasi ini, seperti BTC selain dijadikan pusat
belanja juga dimungkinkan juga kios yang ' ade
disewakan/dijual kepada bank-bank tersebut, ketika ini tecjadi
begitupun sebaliknya nassbah merass terbantu dengan tidak
perly jsub-jauh apabils membutubkan jasa pendanaan,
sehingga hal ini berpengaruh dalam meminimilisir keberadaan
rentenir yang sangat “Mencekik™ leher. |

- Perputaran uang (Monetisasi) beredar tinggs.

- Ketersediazn lowongan pekerjaan.

- Pajsk dan Retribusi lainnys.

Pangkalpinsng juga akan mendapatkan penwsukan berupe pajak-

pajak dan retribusi (PBB dan IMB). Selsin itu keuntungan diakhir

petjanjisn yaitu menerima selurubh bangunan dau fasilitas lsinnya

dalam kesdaan terawat dan Isyak. Sebagaimans kewajiban dari pihak

investor untuk menjaga dan merawat bangunan tersebut. |
b. Manfast BOT dari sisi aspek finansial

1) Sobelum Revitalisasi Pasar Tapak Kuds yang memiliki petak
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sejumiah lwhnynmmpumembuikmruﬁhusimn.ﬁ.
12.000.000 (dus belas juta) per tahun akan tetapi setelsh Kerja
sama antars Pemerintah Kots Pangkalpiasng dengan PT. Trisa
Jays Iwansts unjuk pembangunan Passr Atrom mampu
memberikan kontribusi Rp.60.000.000,- (enam puluh Juts)
pertahun di tabun pertama dan pesambahan kensiksn 2% (dus
persen) per tahua pada tabun berikutnys sampai dengan 30 (tiga
puluh tahun).

2)Keda3am;mpmamxoupmmmn
Trisa Jaya Iwanata untuk Pembangunsn das Pengelolsan Pasar
Sembako mampu memberikan kontribusi sebesar dari Rp.
60.000.000,- (enam pululs Juta) pertahun di tabun pertama dan
penambahan kensikan 2% (dua persen) per tahun pada tahun
berikutnya sampai dengan 30 (tiga puluh tahun).

3) Kerja Sama antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan PT.
Pasar Pinang Jaya untuk pembangunan dsa pengeiclaan Bangks
Trade Center (BTC) mampu memberiksn kontribusi sebesar Ryp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertabun dan ditsmbeh 15%
pertshun dari laba bersih dalam jasa pengelolan BTC sampai
dengan perjanjian berskhir. Kontribusi dari BTC ini jumishoya
wnmwmm«mﬁém?wmm-m

Keusngsn dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang
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dari Rp. 432.000.000,- (Empat Ratus Tigs Puluh Dua Juta Rupiah)

per tabun. Hal ini terjadi peningkatan PAD dibandingkan sebelum

revitalisasi hanya berkontribusi scbesar + Rp. 250.000.000,~ (dua
mﬁmawmjm_mphh),demmmnmm
revitalisasi yang menggunakan sistem pembisyaan dengan konsep

BOT Pemerintah Kota Pangkalpinang mampu meningkstkan PAD

sebesar Rp.182.000.000,- per tahun atau sekitar 74% (belum

termasuk peningkatan kontribusi sebesar 2% per tabun untuk Pasar

Atrium dan Pasar Sembako, 15% per tahun ustuk BTC yang dinmmlai

di tabun berikutnys).

c. Dampak megatif konsep kerja sama_pesssamas modsl dengan
sistem BOT dalam merevitalisasi \passr tradisional kota
panghalpinsng ,

Konsep pembisyaan BOT ini selain berdampak positif juga
mermiliki dampak negatif, kalau dilihat dari sudut pandang Pemerintah
Kota Pangkalpinang dampak negatif konsep ini antara lain :

1) Secare Ekonomis Pemerintah selama jangka wektu kontrak
berlangsung tidak dapst berbust banyak dalam pembangunen,
karena hak sudah diserahkan ke pihak developer.

2) Secara  Finansial Opportunity revenwe Pemerintah Kota
Pangkalpinang sudah dibatasi. Selama jangks wakiu kontrsk
yang sudsh tercantum di kontrak/perjanjian, kareoa komtribusi
peluang penyesusian hargs sowa kiowlapek, jasa perparkiran dan
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kebersihan.

Memurut Dye (1998 : 2) berpendapat bahwa ™ public policy is
wahetever govermment choose 1o do or not 1o do.” Sedangkan
menurut Dunn (2003 : 109), kebijakan publik adslsh serangksian
pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuik keputusan-
keputusan untuk tidak bertindak) yang dibust oleh bedan atau pejabat
pemerintah.

Berdasarian teori diatas, kebijakan apspun termasuk kebijakan
publik yang telsh di tetspkan oleh pemerimtah dalam kerangks
percepatan pembangunan harus tetap dijalankan secara konsekuen
WMWWmMWa
dalam penerapan kebijakan terscbut. pasti tidsk akan bisa
mengakomodir semua keinginan dan harspan masyarakat yang
berancka ragam, maka dari itu sebelum dibuanys sustp kebijakan
hammmuikaéhnymsmwddmtmdthﬁiwbﬁk.
sehingga diharapkan dspat meminimilisir darapek yang ditimbulkan
duiakibnthbiiahnt;'ubm.
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A. Kesimpulan
1. Hak dan kewsjiban para pihak dalam perjanjian kerja sama build operate
and transfer (BOT) dalam merevitalisasi Pasar Tradisional di Kota

Pangkalpinang adalsh sebagai berikut :

menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang mesunjuk Pihak PT. Trisa Jaye

Iwanata untuk membangun dan mengelola Paser Atrium dan Passr

Sembako Pangkalpinang. Serta menerbitkan Surat Keputusaa (SK) yang

memnjuk Pihak PT. Pasar Pinang Jaya untuk membangnn dan mengelola

BTC. Serta berhak mendapatkan bagian dari pengelolasn Pasar Atrium,

msmmmnmmmmmmmem

dengan yang telah ditentuksn. Selanjutnya ketiks masa konsesi besakhir

Pasar Atrium, Pasar Sembako dan BTC,

Pihak imestor mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Bahwa Pihak Investor setuju dalam kerjasama ini memberikan
kontribusi kepada Pihak Pemerintsh Kota Pangkalpinang masing-
masing sebesar Rp.60.000.000,- per tahun untuk Pasar Atrium dan
Pasar Sembako sedangkan BTC sebesar Rp.300.000.000,- per tahun
dan sclanjutrys peda tahun berikutnys ads pesingkatan jumiah
dan Pasar Sembsko, sedangkan khusus BTC 15% pectabun dari

9
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pendapatan bersih pengololalan gedung BTC.

b. Berhak mengelola dan mendayagunakan Pasar Awmium, Pasar
bangunan, sarans dan prasarana, termasuk menyediskan lahan parkir
yang cukur representatif

c. Ketika masa komsesi berakhir pihak pengembang
berkewsjiban menyerabkan sepenubnya gedung/bsngunan Pasar
Atrium, Pasar Sembako dan BTC  kepeds Pemerintah Kota

2. Tahspan pelaksanasn BOT ini, terdiri dari tabap persispan, proses
pembangunan, proses pengelolaan atan guna (gperation) dan penyerahan
kembali (transfer) yang terdiri dar :

a. Tahap Pembangunan Gedung (Build):

1) Pengosongan Lahan

2) Pelsksanaan teknit pembangunan.

3) Tahap Penyelesaian
b. Proses Pengeloinan atsu Guna (Operation)

petsk-petak kios yang teish disediskan seria kewntungan yang
c. Tahsp Penyershan Kembali (Transfer)

Sesusi dengsn perjanjian bahwa setelah 30 tabun maks perjsnjisn
borakhir den lshan kembali (trangfer) dikuassi Pemerintsh Kota
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dengan status hak milik Pemerintah Kota Pangkalpinang. Adapun dari

3. Kendala-kendala yang dialami dalam kerja ssma daikd aperate and
transfer (BOT) dalam merevitalisasi Pasar Atrium Pangkalpinang.

2 Kendala yang menyangkut lamanya perjanjian. Selama mass Konsesi
30 tabun kemungkinan akan banyak hal yang terjadi diamtaranys
seperti kokhawstirsan akan kekonsistenan dari para piliek atas
perjanjian yang telah dibuat.

b. Kendala menyangkut pengosongan lahan. Pada sast pengosongan
ditimbulkan,

c. Kendala yang menyangkut pembagian hasil.

d. Kendala yang menyangkut pajak dan retribusi.

4, mmmkmmmmmm
PMTMWMMMWWWM
hukum, aspek finansial, dan aspek ekonomis?

a. Aspek Hulkum
Dengan esdanys perjanjian secara tertulis dslam bentuk surst
pesjanjian kerjasama sebagaimana tersebut distas yang didalamnya
mengatur Hak dan Kewajiban maka masing-masing pibak memiliki
dasar hukum yang mengikat.

b. Aspek Ekonomis

Keuntungan komsep BOT ini dari segi Ekonomis adalah
sebagai berikut :
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1) Wﬁuﬁmmmmm sctelah
masa berakhimya konsesi. |

2) Terpenuhinys kebutuhan percepatan pembangunan dari sektor

3) Pemerintah daerah memberikan ssrana dan prassrans yang
lebitt refresensatif baik untuk pedagang maupun masyarakat
tanps membebani anggaran daerah.

4) Bangunan hasil dari BOT merupakan salsh satu aset dacrah

5) Bfesionsi anggaran senilsi + Rp.12.000.000.000.- untuk
pembangunan Pasar  Afrium . (semilai dengan  biaya
pembangunan Pasar Atrium Kots Pangkalpinang), dan belum
termasuk efegiensi anggaran untuk pembsngunan Pasar
Sembsko senilai Rp.11.858.800.000 dan BTC senilai
Rp.200.000.000.000;-.

6) Muiipfiier Efect yang ditimbulkan stas objek BOT ini secara
tidek lsngsung dapat memberikan keuntungan kepada
ekonomi lainnys yang berlokasi diseputar pasar.

c. Aspek Finansial -
dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang kontribusi
Revitalisasi Pasar dengan sistem pembisysan BOT lebih dari
Rp. 420.000.000,- (Empst Ratus Dua Puluh Dua Juts Rupish) per tahun.
Hal ini tecjadi peningkstan PAD dibandingkan sebelum revitalisasi
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hanya berkontribusi sebesar + Rp. 250.000.000,- {(dua ratus {ima puluh

juta rupiah), dengan kata lain setelah ada revitalisasi yang menggunakan

sistem pembiayaan dengan konsep BOT Pemerintsh Kots

Pangkalpinang mampu meningkatkan PAD sebesar Rp.170.000.000,-

per tabun atau sekitar 68% (belum termasuk pemingkstan kontribusi

masing-masing sebesar 2% per tahun untuk Pasar Atrium dan Pasar

Sembako;dmditambahIS%p«uhunduipendmbemihdaﬁ

pengelolaan gedung BTC).

Kota Pangkalpinang dampak negatif konsep ini antars lain :

1) Pemerintah selama jangks waktu kontrak berlangmung tidak dapat
berbuat banyak dalam pembangunan, karens hak sudah diserahkan ke
pihak developer. |

2) Opportunity revense sudah dibatasi.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran sebagai
berikut :
1. Perlu pongaturan yang lebih jelas dan lebih detail mengenai hak dan
acuan yang pasti.
2. Harus dilskukan studi kelsyakan yang lebih spesifik dan lebih lanjut
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ini berkaitan dengan banyak aspek yaitu aspek lingkungan, sosial, politik -

3. Diharapkan Pemerintsh Kota Pangkalpinang lebih memperhatikan Ingi
dampak positif dan dampak negatif dari mmnculnys pusat-pusat
perbelanjaan modern yang ada di Kota  Pangkalpinang  tormasuk
persaingan antar Pasar hasil BOT, terutamna menyangkut posisi pusat-pusat
perbelanjsan  di tengah Kota yang menjadi salah satu pendorong
kesemrautan lalu lintas.

4. Diharapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang dulam = merencanakan
penggunaan konsep pembiayaan BOT ini dilandasi dengan jiwa wirsusaha
(emirepreneurship) tanpa melupakan posisi, sebegai regulator, bukan
operator.

5. Diharapkan penelitian ini dapst dijadikan sebagai salsh saty behan studi
literatur untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam
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Lampivan 2 Daflar Pertanyann
DAFTAR PERTANYAAN

A. Daftar pertanyssn untak Bappeda Kots Panghalipineng

1. Sobagai Tow Kote Provinel, Aps visi Pemerintah Kots Pangkaipinang sest ini?

2. Apaksh Konsep Build Opercte and Trongfer (BOT ) tersebut sasropekes salnk satn

3. Apaksh Paser Atriom, Peser Sambako den BTC temanck pasar trodisions] hasil
revitalisesi molalui konsep BOT ?

4. Bagaimana dukungan politik derl DPRD vntuk pemgoicisen pesar & Kot
Panghalpinang kbusuanya rovitalisasi passr tradisicanl?

5. Mobon jolsskan alsssn serta latar belskang Pomorinteh Kots Pangkaipinsng,

6. Ditinjan dari aspek hukum, begaimena hak den kewsjiben pers pibek
merevitalisusi Pusnr Tradinions] di Kots Patigkaipioeng ?

7. Bagaimana proses pelskssnsan kegja sams build operate sad tramefor
(BOT). delusis inedevitalisasi Fassr di Kota Pangkalpiosng 7

8. Kendala-kondals sps saja yang dinlemi deleen kejn sems  build

9. Apa manfast sorta dumpek konsep pembisyasn BOT dulat mevevicatinesi
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B. Dafter pertaayssan uwntek DisPerindskKep dan UMKM Kota
Panglesipinang
1. Disssssksh lokesi Paser Atriem, Pasar Sembeko den BTC ?

2. Bagainwms kondisi oksisting Paser torscbet agbolyme &5 revitalinesl?
C. Daftar pertasysan wntak DPPKAD Kota Paughalphiong
Pasar Tradisional Pangkaipinang dilihat deri berbagai sepek seperti sspek
finansial? |
D. Daftar portuaynes untuk deveivper (PT. Trivs Jays Iwnanty din PT. Pusnr
Pinang Jays)
akan dibangon?
2. Apaksh hak den kewsjisn ying. telsh tescomtum delam sueat
porjunjian ticek meenberstkan pihak developer? '
3. Apeksh pilak develdper optimis belrwa hek den kewejiben yeng
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Lomgiras 3 Tramskide:
TRANSKRIP WAWANCARA

A. Trasskrip Wawascars sutars Peusils dengan Seppeda Kote Praghnipiasng

P : Pennlle
E: I Riyani Kabid Tate Rusng
J: 8dv. Jubalul Kasubid Ehonomi

: Sobagai Ibu Kots Provinsi, Ape visi Pomerinteh Kots Pang
: Pusst Laysnen Jass dan Pordagaagen di Bebel Tabun 2013,

: MKWMMMMM)M*-N

: Apelah Pasar Afrinm, Passr Sembako dan BTC teasasulr pasar teadizional hasil
revisalisasi molaiai konsop BOT ?

: Tt aokeli Pasar Atrinm, Paser Sembeko dan RTC merupakan hasil revisalisari
dengan konsep BOT.

:wmmmmmmmﬁm

M 2 W W mYw

by

P:Mdluldﬁ wmmm
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anggaTIn
4. Buﬂnﬂhimmdsndﬁmuw
mampe menjadi sarana untuk memsslenntian Deorsh.

5. mwwtmlmm (Gun belas

milyar mﬁ) untok pembsogunan Paser Atrinem (semilei

mmmmmm
thmmnmmum

6. mmmmmm

Mmﬁnﬂnqdm“&mm_
_ mmmhwmm
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Plasng Jays)

P : Ponulls
I : kwsn Staf PT. Triea Jaya Fwanats

P : Bagsimana dokengan pemesintili dalam bal pengoscngan Ishen yang
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